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KATA PENGANTAR 

  

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Segala puji bagi Allah SWT, dengan kekuasaa-Nya, rahmat-Nya dan hidayah-

Nya yang telah dilimpahkan kepada seluruh alam semesta yang menjadi nikmat yang 

tidakakan terdustakan hingga akhir zaman. Shalawat berangkai salam yang selalu 

tercurahkan kepada Rasulullah petunjuk jalan cahaya kebaikan, pembawa rahmat 

Allah SWT. Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh 

pengikutnya yang senatiasa istiqamah mendapatkan safa’at dihari akhir nanti. 

Alhamdulillah, akhirnya dapat menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul 

“Analisis Praktek Pengangkatan Anak Di Desa Teladan Dalam Perspektif 

Hukum Islam Dan Hukum Positif “. Tepat pada waktunya, Skripsi ini penulis 

susun dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana (strata 

1) dalam disiplin ilmu Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Curup. 

Dalam penulisan ini tentunya penulis banyak memperoleh bantuan, motivasi dan 

petunjuk dari banyak pihak yang turut andil, baik moril maupun materil. Untuk itu 

dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga 

terutama kepada Ayah dan Ibuku tercinta, berkat kasih sayang yang tulus dari kalian 

penulis dapat menjalankan proses perkuliahan hingga saat ini, dengan gigihnya terus 

membangun semangat untuk menyelesaikan tahap demi tahap dalam pencapaian 
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harapan dimasa depan. Kemudian penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Curup. 

2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam 

IAIN Curup. 

3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc, MA. Selaku Ketua Prodi Hukum 

Keluarga Islam(Ahwal Al-Syaksiyah) IAIN Curup yang telah memberikan 

bimbingan dan nasehat-nasehat kepada penulis selama menjalani perkuliahan. 

4. Bapak  Dr. Syarial Dedi , M.Ag dan Laras Shesa, SH.I.,MH, selaku Pembimbing  

I dan Pembimbing II, yang telah memotivasi, membimbing, mengarahkan penulis 

dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak Dr. Busman Edyar, MA dan Ibu Elkhairati, MA, yang telah memberikan 

masukkan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.  

6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup yang 

telah memberikan ilmu-ilmu dan pendalaman materi kepada penulis selama kuliah 

dan memberikan bantuan kepada penulis dalam proses administrasi. 

7. Kepala perpustakaan beserta staf yang telah melayani dengan sepenuh hati dalam 

memenuhi berbagai referensi yang digunakan dalam penyelesaian skripsi ini. 

8. Seluruh rekan-rekan seperjuangan yang selama ini bergabung bersama menggali 

ilmu pengetahuan di IAIN Curup yang memberikan motivasi penulis sehingga 

dapat menyelesaikan skripsi ini.  
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MOTTO 

 

Amalan yang lebih dicintai Allah adalah amalan yang terus menerus dilakukan 
walaupun sedikit. 

-Nabi Muhammad Saw- 

 

Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman 
bagaikann lentera di tangan pencuri 

-Buya Hamka- 

 

Menyia-nyiakan waktu lebih buruk  dari kematian. Karena kematian 
memisahkanmu dari dunia sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari 

Allah. 

-Imam bin Al Qayim- 
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ABSTRAK 

 

ANALISIS PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK  DI DESA TELADAN 

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 

 

YEYEN NOPITA 

NIM : 16621043 

 

Upaya yang dilakukan orang tua untuk memiliki anak dilakukan dengan 

berbagai cara dan motivasi. Pengangkatan anak boleh dilakukan oleh pasangan suami 

istri yang belum mempunyai keturunan. Anak angkat dianggap sah didalam 

lingkungan keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan Pengadilan. Akan 

tetapi pengangkatan anak di Desa Teladan dilakukan dengan menyamakan nasab 

anak angkat dan pengangkatan dengan hukum adat pun tanpa dimohonkan penetapan 

oleh Pengadilan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini 

bersifat Deskriptif Kualitatif, dengan menggunakan pendekatan Normatif. Sumber 

data yang digunakan adalah data Primer dan Sekunder. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, dan 

Dokumentasi.  

Hasil dari penelitian menunjukan Pertama : Praktek pengangkatan anak 

masyarakat Desa Teladan tidak yang sesuai dengan Hukum Islam maupun Hukum 

Positif, pengangkatan anak hanya kesepakatan antara pihak yang berkaitan saja 

dengan penyampaian lisan. Masyarakat Desa Teladan sejak saat terjadinya proses 

pengangkatan anak orang tua menyamakan seperti anak kandung dan mengubah 

nasab anak kepada orang tua angkat.  Kedua, praktek pengangkatan anak di Desa 

Teladan tidak sejalan dengan Hukum Islam yang menjelaskan pengangkatan anak 

boleh dilakukan dalam hal pemeliharaan dan kepentingan anak. Dan melarang 

pengangkatan anak dengan mengubah nasab anak angkat kepada ayah angkatnya. 

Namun yang dilakukan masyarakat sebaliknya. Dan praktek pengangkatan anak di 

Desa Teladan tidak sejalan Hukum Positif yang mana seharusnya pengakatan anak 

yang dilakukan dengan hukum adat ditetapkan dengan Pengadilan guna memberikan 

kepastian hukum bagi anak namun nyatanya masyarakat Desa Teladan tidak 

menetapkan status anak angkat ke Pengadilan.  

 

Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Hukum Islam, Hukum Positif 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ikatan yang sah antara pria dan wanita yang mempunyai tujuan 

membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal disebut 

perkawinan. Tidak akan bahagia sebuah perkawinan dengan adanya suami 

istri saja, perkawinan yang menghasilkan keturunan menjadi perkawinan 

yang membuat bahagia. Hal itu sesuai dengan bunyi QS Al-Furqan 74:  

                            

        

Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah 

kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati 

(Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. 

Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia 

sebagai mahluk sosial yang berkembang biak dan sebagai kelompok terkecil 

masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Karena keluarga seperti 

gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi  pemenuhan  keinginan 

manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.
1
 Akan tetapi tidak selalu unsur 

                                                             
1
 Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga, ( Jakarta: AMZAH, 2010), h. 23 
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tersebut dapat terpenuhi, kadang kala terdapat keluarga yang tidak 

mempunyai anak atau ibu atau bapak.  

Bagi sebuah keluarga yang tidak mempunyai anak tentu akan 

menempuh jalan apa saja demi mendapatkan anak, meskipun anak itu bukan 

hasil dari perkawinan mereka yaitu dengan mengangkat anak. Realitas saat 

ini banyak orang tua yang mudah di berikan anak namun terbentur masalah 

ekonomi dan tidak siap dari segi mental. Namun tidak bisa menghindari 

kenyataan bahwa telah lahir anak malah menyia-nyiakan hingga 

menelantarkan si anak.  

Banyak sekali ditemui anak-anak tinggal dijalanan dan menjadi yatim 

piatu semua itu sering sekali ditemui di dalam masyarakat. Karena cinta yang 

diberikan orang tua terhadap anak sangat minim. Sebagian orang tidak 

menunjukan banyak kasih sayang bagi anak-anaknya. Mereka berlaku keras 

dan kasar manakala berinteraksi dengan anak-anak mereka.
2
 Sehingga 

membuat anak  memerlukan penanganan, pembinaan dan perlindungan, baik 

dari pihak pemerintah maupun masyarakat sekitar. Agama Islam sangat 

memelihara keturunan, agar jangan sampai tersia-sia, jangan didustakan dan 

jangan dipalsukan.
3
  

Di antara berbagai tujuan dari sebuah perkawinan naluri bagi seorang 

manusia normal adalah rasa ingin memiliki anak yang banyak. Anak-anak 

yang mampu meneruskan kekayaan orang tuanya, anak yang mampu 

mengurus orang tuanya saat sudah tua. Anak tidak didapatkan dengan 

                                                             
2
 Husain Ansarian, Struktur Keluarga Islam, (Jakarta: Pustaka Intermasa, 2000), h. 213 

3
 Ibid, h. 13 
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keinginan-keinginan semata tetapi dengan usaha. Namun bukanlah hal mudah 

mendapatkan seorang anak disamping hambatan-hambatan dari segi 

kesehatan maupun kesuburan, namun takdir  dari tuhan pula yang 

menentukan. Orang tua yang memiliki anak diberikan tanggung jawab untuk 

menjaga dan melindungi dan memberi pendidikan. Upaya yang dilakukan 

orang tua untuk memilik  anak dilakukan dengan berbagai cara dan motivasi 

yang berbeda. Jalan yang ditempuh oleh pasangan suami istri yaitu dengan 

cara pengangkatan anak. Maksudnya mengambil anak orang lain untuk 

dipelihara dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang seperti anak 

sendiri tanpa diberikan status anak kandung dan harusnya sesuai dengan cara 

yang dibenarkan negara maupun agama. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak menjelaskan yang dimaksud Anak Angkat adalah Anak 

yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali 

yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, 

pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga 

Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
4
 

Mengenai pengangkatan anak, ada 2 jenis pengangkatan anak, dalam 

Pasal 7 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 

1. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan 

                                                             
4
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
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2. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga 

Negara Asing. 

Dalam Pasal 88 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak menyebutkan Pengangkatan antar Warga Negara 

Indonesia meliputi : 

1. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat. 

2. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang tabu atau asing di sebuah 

masyarakat khususnya masyarakat di Desa Teladan, hal tersebut sudah sangat 

biasa. Namun bukan karena pengangkatan anak adalah hal yang biasa 

dilakukan di lingkungan masyarakat, masyarakat bisa melakukan praktek 

pengangkatan anak seenaknya saja atau dengan adat mereka saja. Masyarakat 

harus mengikuti prosedur dan syarat yang berlaku di Indonesia.  

Pasal 9 PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan 

Anak menyebutkan yang dimaksud dengan pengangkatan anak berdasarkan 

adat kebiasaan setempat adalah pengangkatan anak yang dilakukan dalam 

satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam 

kehidupan bermasyarakat.
5
 Maksud pasal tersebut menjelaskan pengangkatan 

bisa melalui hukum adat, namun demi memperoleh status hukum anak dan 

kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anak yang 

telah diangkat di mohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status 

hukum terkait hak waris dan hak perkawinan. 

                                                             
5
 Peraturan Pemerintah Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 
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Banyaknya aneka ragam hukum dari Hukum Barat BW, Hukum Adat, 

dan Hukum Islam
6
 mengarah pada perbedaan pengertian dan akibat hukum 

dari perbuatan hukum pengangkatan anak. Istilah-istilah hukum itulah 

menjadi salah satu aspek yang membuat masyarakat tabu hukum mana yang 

akan ditempuh. Termasuk dalam hal praktek pengangkatan anak yang terjadi 

di Desa Teladan.  

Berdasarkan ajaran Islam membenarkan dan bahkan sangat 

menganjurkan pengangkatan anak dengan tujuan-tujuan tertentu. Seperti; 

tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan, pendidikan  dan lain-lain yang 

sifatnya kemaslahatan si anak. Walaupun ayat yang menjelaskan tentang 

praktek pengangkatan anak telah diturunkan oleh Allah SWT sejak dahulu, 

nyatanya konsep itu tidak sepenuhnya dijalankan atau belum menjadi dasar 

hukum  penuh dari masyarakat Indonesia khususnya umat Islam. Karena 

masyarakat tidak bisa menundukan diri pada satu hukum  Islam saja. Di sisi 

lain keanekaragaman hukum yang bermacam-macam membuat masyarakat 

kebanyakan menundukan kepada hukum Barat. 

Pengangkatan anak merupakan produk hukum yang sifat 

perbuatannya tidak hanya berdasarkan hasil kesepakatan antara para pihak.  

Suatu hubungan yang akan dianggap sah antara anak angkat dengan 

lingkungan keluarga orang tua angkat akan muncul berdasarkan penetapan 

pengadilan. Maka dapat dipahami bahwa penetapan suatu perbuatan hukum 

yang sah bukan hanya terjadi pada suatu saat seperti halnya penyerahan 

                                                             
6
 Musthofa, Pengangkatan Anak, (Jakarta: Kencana Preda Media Group, 2008), h. 10 
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barang, melainkan merupakan suatu rangkaian jalinan peristiwa kekeluargaan 

yang menunjukan kesungguhan cinta kasih sayang dan kesadaran penuh 

mengenai semua akibat dari pengangkatan anak. Pengangkatan anak melalui 

adat menjadi sah apabila anak yang telah diangkat di mohonkan penetapan 

pengadilan untuk memperoleh status hukum terkait hak waris, hak 

perkawinan. 

Terjadinya pengangkatan anak seperti yang berlaku dalam tradisi 

barat dimana status anak berubah menjadi anak kandung tidak dibenarkan 

menurut hukum Islam. Aspek hukum menasabkan anak angkat kepada orang 

tua angkatnya atau memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya untuk 

kemudian dimasukan ke dalam anggota nasab orang tua angkatnya adalah hal 

yang paling mendapat kritikan dari Islam karena sangat bertentangan dengan 

ajaran Islam.
7
 

Pengangkatan anak yang kebanyakan dilakukan masyarakat 

berdasarkan adat kebiasaan setempat namun tanpa di mohonkan penetapan 

oleh pengadilan dan status anak juga banyak yang diubah menjadi anak 

kandung seperti penerapan dari hukum barat sering sekali terjadi. Hal itu 

terjadi karena orang tua angkat beranggapan jika mereka telah mengurus 

sejak kecil, memberikan pendidikan maka hal itu sah-sah saja mereka 

lakukan.  

Islam juga telah jelas menyebutkan bahwa melarang pengangkatan 

anak dengan akibat hukum menyamakan dengan anak kandung. Sebagaimana 

                                                             
7
 Haedah Faradz, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam 
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ketika Rasulullah SAW mengangkat anak laki-laki bernama Zaid anak 

Haritsah (Zaid bin Haritsah). Yang kemudian turun ayat al-Ahzab yang 

melarang praktek pengangkatan anak angkat yang menyamakan dengan anak 

kandung
8
. Seperti tertera dalam QS. Al- Ahzab 4-5 : 

                           

                                     

                               

                            

                   

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati 

dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar  

itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai 

anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu 

dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia 

menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) 

dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi 

                                                             
8
 Anshary, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010), h. 114 
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Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka 

(panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-

maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, 

tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
9
 

Ayat diatas dapat dipahami bahwa pengangkatan anak dengan 

menyamakan dengan anak kandung sangat tidak dianjurkan. Setiap anak 

hendaknya dinisbatkan kepada nasabnya sendiri, dipanggil dengan sebutan 

anak ayah kandungnya bukan anak ayah angkatnya. Untuk menyalurkan 

kasih sayang kepada anak yang diasuh tidak perlu mengeluarkannya dari 

hubungan nasab dengan ayah kandungnya sendiri.
10

 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak menjelaskan pengangkatan bisa melalui hukum adat. 

Namun demi memperoleh status hukum sesuai dengan peraturan perundang-

undangan terkait hak waris, hak perkawinan. Anak yang telah diangkat 

dimohonkan penetapan pengadilan. 

 Pengangkatan anak yang dilakukan dengan adat sekedarnya saja dan 

menyamakan kedudukan anaknya dengan anak kandung ini telah terjadi di 

tempat yang menjadi objek penelitian penulis di Desa Teladan Kecamatan 

Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong. Pengangkatan anak di Desa 

Teladan terjadi dengan alasan karena mereka sangat ingin mempunyai anak 

                                                             
9
 Kementrian Agama, Mushaf Besar Al-qur’an, (Jakarta: CV Aneka Ilmu, 2013) 

10
 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta:  UII Press, 2010), h. 108 
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maka dari itu mereka melakukan pengangkatan anak tanpa melalui prosedur 

yang sebenarnya. 

Masyarakat Desa Teladan melakukan pengangkatan anak melalui 

kesepakatan antara pihak yang berkaitan saja tanpa melibatkan pihak-pihak 

yang penting dalam hal pengangkatan anak. Dari 5 narasumber yang telah 

diwawancara mereka menyatakan dalam pengangkatan anak hanya dengan 

kesepakatan, tidak ada diantara mereka melibatkan mereka yang seharusnya 

dalam proses pengangkatan anak. Setelah proses pengangkatan anak telah 

dilakukan dari 5 narasumber mengatakan bahwa orang tua kandung 

sepenuhnya menyerahkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, dan 

mengubah nasab anak tersebut dengan mengikuti nama ayah angkatnya. 

Narasumber yang telah dilakukan wawancara mengatakan bahwa dalam hal 

pegangkatan anak mereka tidak mengetahui tentang peraturan yang mengatur 

tentang pengangkatan anak baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif. 

5 narasumber yang telah dilakukan wawancara hanya melakukan 

proses pengangkatan anak berdasarkan kesepakatan antara pihak yang 

berkaitan saja tanpa melibatkan pihak-pihak yang penting apalagi 

memohonkan penetapan Pengadilan itu tidak dilakukan. Hal-hal tersebut 

dilakukan masyarakat Desa Teladan tidaklah sejalan dengan Hukum Islam 

maupun Hukum Positif. Hal itu pun membuat masyarakat tidak mengetahui 

sebab akibat dari proses pengangkatan anak yang benar. Tentunya akibat 

tersebut anak angkat tidak mempunyai kepastian hukum. Maka permasalahan 

tersebut perlu diluruskan karena dapat berakibat hal-hal yang tidak dinginkan. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis 

Praktek Pengangkatan Anak  Di Desa Teladan dalam Perspektif Hukum 

Islam dan Hukum Positif ”. 

 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, supaya penelitian ini lebih 

terfokus dan berjalan dengan lancar dalam penulisan, maka peneliti 

menggunakan batasan masalah yang akan dikaji atau diteliti. Adapun batasan 

masalah pada penelitian ini adalah “Praktek Pengangkatan Anak di Desa 

Teladan Tanpa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif”. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dan untuk 

membatasi skirpsi agar lebih spesifik dan tidak terlalu melebar, maka dapat 

dikemukakan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktek pengangkatan anak di Desa Teladan ? 

2. Bagaimana Praktek pengangkatan anak di Desa Teladan menurut 

Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif ? 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktek Pengangkatan Anak Di Desa 

Teladan  

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktek pengangkatan anak di Desa 

Teladan menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dikualifikasikan menjadi dua manfaat yakni 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kedua manfaat tersebut dijabarkan 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui  bagaimana 

praktek yang dilakukan masyarakat dalam pengangkatan anak. 

b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadapa pengangkatan 

anak dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai konstribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya pada bidang Hukum Keluarga Islam. 

b. Memberikan satu karya ilmiah yang bermanfaat bagi dinamika 

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan Hukum Keluarga Islam 

IAIN Curup. 

c. Sebagai tambahan acuan bagi masyarakat untuk melakukan praktek 

pengangkatan anak sesuai dengan Hukum Islam Dan Hukum Positif. 
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F. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan hasil pencarian penulis, kajian tentang Analisis Praktek 

Pengangkatan Anak Di Desa Teladan Dalam Perspektif Hukum Islam dan 

Hukum Positif  telah banyak. Namun belum ada penelitian yang sama persis 

dengan penelitian ini. Dalam membahas masalah tentang Analisis Praktek 

Pengangkatan Anak Di Desa Teladan Dalam Perspektif Hukum Islam dan 

Hukum Positif penulis melakukan telaah terhadap karya ilmiah atau 

penelitian untuk mengetahui lebih dalam mengenai persoalan yang penulis 

kaji. Berikut ini adalah beberapa karya ilmiah yang membahas tentang 

Analisis Praktek Pengangkatan Anak Di Desa Teladan Dalam Perspektif 

Hukum Islam dan Hukum Positif. 

Pertama, Jurnal Ilmiah  yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang 

Pengangkatan Anak Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia ”, karya Yasmin 

(D1A014343) Fakultas Hukum Universitas Mataram 2018. Metode penelitian 

ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif mengkaji ketentuan 

perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak. Hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa banyaknya pasangan suami isti yang 

melakukan pengangkatan anak tidak dengan prosedur dan mekanisme yang 

benar, melainkan dengan melakukan pemalsuan akta kelahiran dan 

melakukan pendaftaran anak angkat menjadi anak kandung ke kantor catatan 

sipil.
11
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 Yasmin, Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Berdasarkan Sistem Hukum 

Indonesia, Jurnal Ilmiah  Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018. 
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Kedua, jurnal yang berjudul “  Pengangkatan Anak Secara Langsung 

Dalam Perspektif Perlindungan Anak ”, karya Muhammad Heriawan 

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas 

Tadulako Sulawesi Tengah. Jenis metode yang dipakai  jenis penelitian 

Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan studi 

kasus,dan sosiologi. Hasil penelitian prosedur dan syarat-syarat pengangkatan 

anak sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan dan akibat 

hukumnya berpengaruh pada hal perwalian dan hak waris.
12

 

Ketiga, skripsi yang berjudul “Proses Pelaksanaan Pengangkatan 

Anak Dan Akibat Hukum Terhadap Pengangkatan Anak (Studi Kasus di 

Pengadilan Negeri Surakarta) karya Rinda Lucy Maharani ( 100.130.257) 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017. Metode dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Hasil penelitian 

proses pelaksanaan pengangkatan anak ada 3 tahap yakni: Tahapan sebelum 

dilakukannya pengangkatan anak. Tahapan pelaksanaan pengangkatan anak. 

Tahap pencatatan pengangkatan anak.
13

 

Keempat, Skripsi yang berjudul “Nasab Anak Adopsi Ditinjau Dari 

Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Penetapan Nomor 

0006/Pdt.P/2013/PA. Bn di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA)” Karya 

Zona Apriani Mahasiswi STAIN Curup 2016. Metode dalam penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif Penelitian ini membahas atau 

                                                             
12

 Muhammad Heriawan, Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif 

Perlindungan Anak ” Universitas Tadulako Sulawesi Tengah, h. 175 
13

 Rinda Lucy Maharani, Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukum 

Terhadap Pengangkatan Anak,  Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, h. 1 
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menfokuskan penelitian hanya dalam ruang lingkup Prosedur, Pertimbangan 

Hakim Dalam Pengangkatan Anak dan Nasab Anak Yang  Diadopsi Menurut 

Hukum Islam dan Hukum Positif di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.
14

 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penelitian yang akan penulis 

lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni lebih fokus pada : 

1. Praktek Pengangkatan Anak di Desa Teladan tanpa penetapan 

pengadilan. 

2. Prosedur Pengangkatan anak menurut Hukum Islam dan Positif. 

3. Akibat pengangkatan tanpa prosedur penetapan pengadilan 

menurut pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. 

Oleh karena itu, penulis merasa yakin untuk tetap melaksanakan 

penelitian ini.  

 

G. Metodelogi Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian tentang praktek pengangkatan anak ini termasuk jenis 

penelitian lapangan yaitu meneliti peristiwa-peristiwa sosial 

kemasyarakatan yang dalam hal ini adalah praktek pengangkatan anak.
15
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 Zona Apriani , Nasab Anak Adopsi Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi 

Kasus Penetapan Nomor 0006/Pdt.P/2013/PA. Bn di Pengadilan , STAIN Curup. 
15 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Pustaka, 2008), h. 100 
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2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Deskriptif adalah 

penelitian yang dapat menghasilkan gambaran dengan menguraikan 

fakta-fakta. Sedangkan analitik bersifat kondisional dari suatu peristiwa. 

Ini bermaksud untuk mengetahui permasalahan secara terfokus dan jelas  

yaitu peneliti berupaya memaparkan praktek pengangkatan anak.  

3. Pendekatan Masalah 

Sebagai upaya untuk mendapatkan kebenaran, maka pendekatan yang 

digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah Normatif. Pendekatan 

Normatif, yaitu berdasarkan pada norma-norma agama atau hukum Islam 

yang kemudian menentukan apakah masalah yang diteliti, yaitu praktek 

pengangkatan anak itu sesuai atau tidak.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis akan menggunakan 

metode pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian sosial, 

yaitu:  

a. Wawancara  

Adalah suatu percakapan dan tanya jawab lisan antara peneiliti 

dengan sumber obyek atau kelompok subyek  penelitian untuk di 

jawab. Wawancara akan dilakukan dengan terbuka, artinya peneliti 

hanya menyediakan daftar pertanyaan secara garis besar dan para 

responden diberikan keleluasaan dalam memberikan jawaban. 
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Sedangkan obyek wawancara adalah anak angkat, orang tua angkat, 

tokoh masyarakat dan masyarakat setempat. 

b. Observasi  

Adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki terhadap fenomena yang diteliti.
16

 

c. Dokumentasi  

Adalah mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya 

dengan masalah atau variable yang hendak penulis kaji, yang berupa 

laporan, buku harian, surat pribadi, notulen rapat, catatan kasus dalam 

pekerjaan sosial dan dokumen lainnya, metode ini sangat  diperlukan 

untuk memperoleh data.  

d. Populasi  

Populasi yang dipilih setiap penelitian erat hubungannya 

dengan masalah yang diteliti. “Populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian” dalam hal ini target populasi yang dipilih dalam penelitian 

ini adalah warga masyarakat yang melakukan pengangkatan anak 

yang berjumlah 5 orang. 

5. Analisis Data 

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi 

terhadap data yang telah tersusun. Analisis data dilakukan secara 

kualitatif artinya, analisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya 
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 Ihsan Nul Hakim, Dkk, Pengantar Metodologi Penelitian, (Curup-Bengkulu: LP2STAIN 
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berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam 

masyarakat dengan tujuan untuk dapat memahami sifat-sifat fakta atau 

gejala yang benar-benar berlaku. Dengan menggunakan cara berpikir 

induktif, yaitu pola berpikir menganalisa data dari suatu fakta  atau 

peristiwa yang bersifat konkrit kemudian ditarik generalisasi atau 

kesimpulan yang bersifat umum.
17

 

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penelitian skripsi ini, maka penulis menggunakan 

sistematika sebagai berikut:  

Bab I : Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II : Tinjauan pustaka yang berisikan tentang Pengertian 

Pengangkatan Anak, Secara Etimologis, Secara Terminologis, Perundang-

Undangan, Hukum Islam. Pengangkatan Anak dalam Islam, Sejarah 

Pengangkatan Anak, Dasar Hukum Pengangkatan Anak, Syarat-syarat 

Pengangkatan Anak, Tujuan Pengangkatan Anak, Hukum Pengangkatan 

Anak. Pengangkatan Anak dalam Hukum Positif, Dasar Hukum 

Pengangkatan Anak, Syarat-syarat Pengangkatan Anak, Akibat Hukum 

Pengangkatan Anak. 
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Bab III : Bab ini merupakan bab yang berisi deskripsi wilayah 

penelitian yang terdiri dari Sejarah Desa, Letak Demografis Desa, Keadaan 

Sosial Budaya, Keadaan Ekonomi, dan Kehidupan Beragama.  

Bab VI : Analisis tentang praktek pengangkatan anak di masyarakat 

Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong. Dalam 

bab ini penulis mencoba menganalisis praktek di Desa Teladan Curup Selatan 

Kabupaten Rejang Lebong, analisis prosedur yang dilakukan masyarakat 

dengan Hukum Positif dan Hukum Islam. 

Bab V : Merupakan bab terakhir berupa penutup yang berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Pengangkatan Anak 

1. Secara Etimologis 

 Pengertian adopsi atau pengangkatan anak dilihat secara Etimologis 

yang berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari Bahasa Inggris 

Adoption
18

 atau dalam Bahasa Belanda Adoptie 
19

 atau juga Adoptio
20

 

dalam bahasa latin yang memiliki arti sebagai pengangkatan.  

 Pengangkatan anak disini mempunyai arti ialah mengangkat anak 

orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang 

sama dengan anak kandung. Dalam bahasa arab Istilah pengangkatan anak 

dimaksud dengan istilah tabanni, yang artinya mengambil anak angkat 

atau menjadikannya seseorang sebagai anak.
21

 

2. Secara Terminologis 

 Secara Terminologis pengertian pengangkatan anak berasal dari 

bermacam pengertian sebagai berikut : 

 Dalam Ensiklopedi Hukum Islam Umum disebutkan bahwa Adopsi 

adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak 

yang diatur dalam hukum keperdataan, khususnya dalam lingkup hukum 

keluarga. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau 
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 Jhon. M. Echols dan Hasan Sadly, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia 

Pustaka Utama, 2004), cet. XXV, h. 13 
19

 M. Marwan dan Jimmy P. Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition, (Surabaya: 

Reality Publisher, 2009), h. 18 
20

 Andi Hamza, Kamus Hukum, (Jakarta: PT. Ghalia, 1986), h. 28 
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 Musthofa, Pengangkatan Anak, (Jakarta: Kencana Preda Media Group, 2008), h. 9  
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untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari 

adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian 

memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan 

kewajiban sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus 

memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan 

bagi anak
22

. 

 Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan arti  anak angkat, yaitu 

anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.
23

 

 Buku “Masalah Perlindungan Anak” karya Arif Gosita memberikan 

arti bahwa Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak 

orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak  keturunannya 

sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama 

dan sah menurut hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. 

 Surojo Wignjodipuro bahwa pengangkatan anak adalah suatu 

perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri 

sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak 

yang dipungut itu timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang 

ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.
24

 

 R. Soepomo mengemukakan bahwa adopsi atau pengangkatan anak 

adalah mengangkat anak orang lain. Dengan adopsi atau pengangkatan 

                                                             
22 ABD-FIK, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hieve, 1997), h. 27 
23

 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1952), h. 
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anak ini timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak 

angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung.
25

 

 Mahmud Syaltut di dalam kajian hukum Islam, mengemukakan 

bahwa ada dua pengertian pengangkatan anak. Pertama, mengambil anak 

orang lain untuk dipelihara dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih 

sayang seperti anak sendiri, tanpa diberikan status anak kandung 

kepadanya. Kedua, mengambil anak orang lain sebagi anak sendiri dan 

diberi status sebagai anak kandung, sehingga berhak memakai nama 

keturunan atau nama orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta 

peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat 

dan orang tua angkatnya itu. 

3. Menurut Perundang-Undangan RI 

 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak yang dimaksud Anak Angkat adalah Anak yang 

haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali 

yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, 

pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan 

Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan 

pengadilan.
26

 

 Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2016 tentang 

Administrasi Kependudukan. Menyebutkan bahwa Pengangkatan anak 
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 Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat(1985), h. 76 
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adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan 

kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang 

bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak 

tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua  angkatnya berdasarkn 

putusan atau penetapan pengadilan.
27

 

4. Hukum Islam 

Dalam kajian Hukum Islam, ada dua pengertian pengangkatan anak. 

a. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh 

perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung, 

kepadanya cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak 

sendiri. 

b. Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status 

sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan 

(nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, 

serta hak-hak orang lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan 

orang tua angkat.
28

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h bahwa anak angkat 

adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, 

biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang 

tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
29
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B.  Pengangkatan Anak dalam Islam 

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak  

yang bersumber pada Al-Qur-an dan Sunnah serta hasil Ijtihad  yang berlaku  

di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum 

islam, baik dalam bentuk Fikih, Fatwa, Putusan Pengadilan, maupun 

Peraturan Perundang-Undangan, termasuk di dalamnya Kompilasi Hukum 

Islam. 

1. Sejarah Pengangkatan Anak dalam Islam 

Pengangkatan anak yang dilakukan dengan memutuskan nasab anak 

angkat dengan ayah kandung telah dilakukan sejak zaman Arab Pra Islam 

yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang pernah mengangkat Zaid bin 

Haristah sebagai anak angkat. Zaid bin Haritsah adalah seorang budak 

milik Khadijah binti Khuwailid, yang dimerdekakan oleh Rasulullah. 

Rasulullah mengumumkan di hadapan kaum Quraish dalam 

pengangkatan Zaid bin Haristah, mengumumkan bahwa antara Nabi dan 

Zaid saling mewarisi. Karena itu para sahabat memanggil Zaid bin 

Muhammad. Sikap Rasulullah SAW merupakan cerminan pada saat itu.
30

 

Setelah masa kerasulan, maka turunlah ayat Al-Qur’an yang 

menjelaskan dan mempertegas masalah praktek pengangkatan anak. 

Adapun ayat yang dimaksud adalah surat Al Ahzab ayat 4-5 dan ayat 40 

yaitu : 
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Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati 

dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu 

zhihar  itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu 

sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah 

perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya 

dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak 

angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang 

lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak 

mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama 

dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu 

khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh 

hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. 

Al-Ahzab 4-5).
31

 

Dan disebutkan juga dalam ayat Qs. Al-Azhab 40: 

                                  

        

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di 

antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan 

adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 

 

Dari ayat diatas tersebut melarang pengangkatan anak dengan 

mengubah nasab anak angkat kepada ayah angkatnya didalam Islam. 

Larangan menasabkan anak angkat kepada ayah angkatnya tertuang 
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dalam hadits yang lain, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda:   

هِ أَوِ  ِ أَبِير لََ غيَْر
ِ
عَى ا لََ  انرتمََى مَنِ ادَّ

ِ
هِ فعََلَ ا ِ مَوَالِير َ لاَ غيَْر َعِيْر نةَُ اِلله وَالرمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْر هِ لعَر ير

لاً  فاً وَلَا عدَر مَ الرقِياَمَةِصََر بَلُالُله مِنرهُ يوَر  يقَر

 “Barang siapa yang mengaku sebagai anak kepada selain bapaknya 

atau menisbatkan dirinya kepada yang bukan walinya, maka baginya 

laknat Allah, malaikat, dan segenap manusia. Pada hari Kiamat nanti, 

Allah tidak akan menerima darinya ibadah yang wajib maupun yang 

sunnah” (HR Muslim, No. 3314 dan 3373) 

Allah tidak melarang pengangkatan anak, namun melarang 

pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat itu memiliki hak dan 

status hukum yang sama seperti anak kandung. Menurut Ibn’ Asyur 

subtansi dan hakikat sesuatu pasti melekat pada dirinya dan tidak akan 

berubah, baik karena dugaan maupun pengangakuan. Dengan turunnya 

ayat ini Nabi Muhammad Saw memperingatkan kepada semua umat yang 

melakukan pengangkatan anak dengan tidak mengakui mempunyai garis 

keturunan dengan pihak itu padahal bukan.
32

 

2. Dasar Hukum Pengangkatan Anak 

Anak angkat yang mepunyai derajat yang sama dengan anak kandung 

sudah ada sejak masa jahiliyah.
33

 Dasar hukum pengangkatan anak 

(adopsi) dalam Islam dinyatakan dalam beberapa ketentuan dan peraturan 

hukum, yaitu: 
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a. Anak angkat tetap dipanggil dengan nasab ayah kandungnya. Firman 

Allah dalam QS. Al-Ahzab ayat 4 dan 5 : 

                           

                                 

                             

                              

                          

   

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati 

dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu 

zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak 

angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu 

hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang 

sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah 

mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak 

mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak 

mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) 

saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa 

atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada 

dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang
34

. 

 

Dengan adanya ayat Q.S Al-Ahzab ayat 4 tersebut menunjukan 

bahwa adanya larangan terhadap pengangkatan anak oleh orang islam 

yang tidak mempunyai konsekuensi hukum secara islam, artinya 

orang islam mengangkat anak hanya karena hal pemeliharaan dan 

kepentingan anak, bukan menjadikan atau menyamakan anak angkat 

dengan anak kandung. Hal tersebut membuat anak angkat tidak 

memiliki hak-hak seperti anak kandung, dalam hal nasab dilarang 
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mencantumkan nama bapak angkat, tidak ada hak saling mewarisi 

antara anak angkat dan orang tua angkat, dan anak angkat tidak 

menjadi mahram bagi orang tua angkatnya tersebut. 

 

b. Nabi Muhammad bukan ayah seorang laki-laki antara kalian. QS. Al-

Ahzab ayat 40. 

                           

           

 

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki 

di antara kamu tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. 

dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
35

 

 

c. Dalam hal warisan, kerabat dekat tidak boleh diabaikan lantaran 

adanya anak angkat. QS. Al- Anfal ayat 75 : 

                       

                       

    

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah 

serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk 

golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat 

itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang 

bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu.
36

 

 

d. Haram membenci ayahnya sendiri 

“Dan Abu Zar Ra. Sesungguhnya ia dengar Rasul bersabda: 

“Tidak seorangpun mengakui (membangsakan diri) kepada bukan 

ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, 

melainkan ia telah kufur” (HR Bukhari dan Muslim). 
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e. Seorang anak yang menasabkan dirinya kepada laki-laki lain yang 

bukan bapaknya, haram baginya surga. 

“Dari Sa’ad bin Abi Waqqas Ra. Bahwa Rasulullah SAW 

bersabda. “Barang siapa yang mengakui (membangsakan diri) kepada 

bukan ayahnya padahal ia tahu bahwa bukan ayah kandungnya, haram 

baginya surga. (HR Bukhari dan Muslim). 

 

3. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak 

Islam hanya mengakui pengasuhan anak bukan pada adopsi yang bisa 

menimbulkan hubungan yang berbeda. Dalam hal pengangkatan anak 

kita harus  mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan 

orang tua angkat. Syarat-syarat pengangkatan anak yang sesuai  dengan 

hukum islam adalah sebagai berikut.
37

 

a.  Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat 

dengan orang tua kandung dan keluarganya. 

b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagi ahli waris dari orang tua 

angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua 

kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan 

sebagai ahli waris dari anak angkatnya.
38

 

c. Hubungan kehartabendaan anatar anak angkat dengan orang tua 

angkatnya hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat dan hibah. 
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d. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua 

angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal 

atau alamat. 

e. Orang tua angkat tidak dapat berhak sebagai wali dalam 

perkawinan terhadap anak angkatnya. 

f. Antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat seharusnya 

sama-sama yang beragama islam agar si anak tetap pada agama 

yang dianutnya. 

Prinsip ajaran islam sebagai garis hukum sebagai berikut: 

a. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan hukum apa-apa 

antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, kecuali sebatas 

memelihara, mengasuh, memberi pendidikan, dan lainnya untuk 

kemaslahatan dan kebajikan si anak. 

b. Hubungan hukum keperdataan si anak dengan orang tua 

kandungnya masih tetap dan tidak terputus. 

c. Panggilan untuk si anak adalah atas nama orang tua kandungnya, 

yakni bin atau binti-nya haruslah menggunakan nama ayah 

kandungnya. 

d. Jika orang tua kandungnya tidak diketahui, maka panggilah mereka 

sebagai saudara-saudara seagama.
39

 

 Mahjuddin dalam bukunya Massailul Fiqhiyah menyebut ketentuan 

atau persyaratan dalam pengangkatan anak yaitu :  
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a. Nasab anak angkat tetap dinisbatkan kepada orangtua kandungnya 

bukan orangtua angkatnya;  

b. Anak angkat itu di bolehkan dalam Islam, tetap sekedar sebagai 

anak asuh, tidak boleh disamakan dengan status anak kandung; 

baik dari segi perwarisan, hubungan mahram, maupun wali (dalam 

perkawinan);  

c. Karena anak angkat itu tidak berhak menerima harta warisan dari 

orangtua angkatnya, tetapi boleh jika berupa hibah, yang maksimal 

sepertiga dari jumlah kekayaan orangtua angkatnya. Dari segi kasih 

sayang, persamaan biaya hidup, persamaan biaya pendidikan antara 

anak kandung dengan anak angkat (adopsi) dibolehkan dalam 

islam, jadi hampir sama statusnya dengan anak asuh.
40

 

4.  Tujuan Pengangkatan Anak 

Tujuan pengangkatan anak bermacam-macam banyak faktor 

pendukung untuk melakukan pengangkatan anak.  alasan pengangkatan 

anak pada masyarakat, antara lain: 

a. Untuk meneruskan keturunan karena pasangan suami istri tidak 

mempunyai  anak. diharapkan sang anak angkat  dapat membantu  

ketika orang tua angkatnya telah uzur.
41

 

b. Adanya kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak  akan 

mendapat anak keturunannya sendiri (pancingan).
42
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c. Menambah jumlah keluarga, karena hanya memiliki anak laki-laki 

atau perempuan saja. 

d. Memenuhi  insting manusia yang berkehendak menyalurkan kasih 

sayangnya kepada anak yang dirasakan dapat melanjutkan 

kehidupnya dan membantu pekerjaan orang tuanya. 

e. Untuk mensejahterakan anak dan melindunginya dari eksploitasi 

dan penganiayaan. Dengan memberikan perrhatian dan kasih 

sayang, tanpa menjadikannya sebagai anak sendiri  diperbolehkan 

dalam islam. Alasan-alasan orang melakukan penangkatan anak 

adalah bermacam-macam tetapi terutama tidak memiliki anak dan 

ingin memberi rasa belas kasih sayang dan berharap ada yang 

menjaga orang tua angkat di hari tua.
43

 

5. Hukum Pengangkatan Anak 

Pengangkatan anak diperlukan pengaturan demi memberi kepastian 

dan kejelasan, yang guna menjamin kepentingan calon anak angkat, 

jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan 

pertumbuhan anak angkat. Sehingga dalam pengangkatan anak 

memberikan peluang untuk anak mendapatkan hidup lebih sejahtera. 

Pengaturan pengangkatan anak bukan hanya dibutuhkan oleh anak 

angkat tersebut namun dibutukan pemerintah guna pengawasan terhadap 

pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat mengenai motif yang 

benar serta jujur yang akan membuat anak terlindungi. 
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Masyarakat Arab Jahiliyah telah sejak dahulu mengenal pengangkatan 

anak. Masyarakat pada masa itu memberikan status anak angkat sama 

dengan anak kandung. Sehingga hal itu menimbulkan sebab adanya hak 

mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dan 

memutuskan hak saling mewarisi kepada orang tua kandungnya. Dalam 

Islam telah disebutkan syarat-syarat pengangkatan anak tidak 

memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandung dan 

anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat. 

Tetapi tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandung. Anak angkat 

tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkat. Anak angkat tidak 

diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya secara langsung dan 

orang tua angkat tidak bertindak wali nikah anak angkatnya
44

. Dari hal 

tersebut turunlah firman Q.S Al-Ahzab ayat 4-5 Allah SWT: 

                            

                                     

                                

                           

                    

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati 

dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu 

zhihar  itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu 

sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah 

perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya 

dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak 

angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang 
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lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak 

mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama 

dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu 

khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh 

hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
45

 

Para ulama fikih sepakat melarang praktik pengangkatan anak yang 

memiliki hubungan ayah atau ibu angkat  dan anak angkatnya tidak  lebih 

dari sekedar hubungan kasih sayang. Anak angkat tidak bisa memakai 

nasab ayah atau ibu angkatnya. Seperti peristiwa Zaid bin Haritsah yang 

dinasabkan para sahabat kepada Rasulullah dengan panggilan Zaid bin 

Muhammad dan telah dianggap para sahabat sebagai anak angkat Nabi 

Muhammad saw dibantah sehingga Zaid tetap dinasabkan kepada 

ayahnya Haritsah. Rasulullah mengawini Zainab binti Jahsy atas perintah 

Allah Swt demi membantah anggapan status anak angkat sama dengan 

anak  kandung. Pernyataan Allah SWT terdapat dalam suat Al-Ahzab 

Ayat 37: 

                        

                                   

                           

        

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah 

melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat 

kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", 
sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan 

menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang 

lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri 

keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu 

dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk 
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(mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak 

angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan 

adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. 

Berdasarkan surah Al-Ahzab di atas dapat diketahui bahwa 

pengangkatan anak dalam Islam bertujuan untuk memelihara anak dan 

mensejahterakannya. Dengan tidak menisbatkan anak di dalam Islam 

bertujuan memelihara dan melestarikan keutuhan keluarga dan menjaga 

asal-usul seseorang serta dapat memperkuat tali persaudaraan dengan 

orang tua yang diangkat. 

Dalam Islam pengangkatan anak dengan memberikan status anak 

tersebut sebagai anak kandungnya sendiri akan mengakibatkan pada 

putusnya nasab (keturunan) dan hak-hak antara anak tersebut sebagai 

anak kandungnya sendiri akan berakibat pada putusnya nasab 

(keturunan) dan hak-hak antara anak tersebut dengan orangtua 

kandungnya, hal ini tidak diperbolehkan. Rasullullah Saw bersabda 

dalam haditsnya :  

“Dari Ibrahim At-Tamiy dari bapaknya berkata : Ali bin Abi Thalib 

berkata kepada kami: Nabi Saw bersabda barang siapa yang  

mendakwahkan dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, 

maka kepadanya ditimpakan  laknat Allah dan para malaikat dan manusia 

seluruhnya. Dan kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima amalan-

amalannya, baik yang wajib ataupun yang sunah”(HR.Muslim).
46

 

 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) “Terhadap anak angkat 

yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyakya 

1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”. Pasal tersebut mengatur 
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masalah pewarisan, anak angkat hanya berhak menerima wasiat yang ada 

kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya.
47

 

Akan tetapi dalam masalah perwalian dalam pernikahan dan waris, 

anak angkat tetap berhubungan dengan orang tua kandung. Tetapi apabila 

orang tua angkatnya ingin memberikan warisan kepada anak angkat. 

Maka yang dapat dilakukan orang tua angkat adalah dengan hibah atau 

wasiat yang ditulis dan diucapkan oleh orang tua angkatnya semasa 

hidupnya.
48

 

 

C. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Positif 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur 

pengangkatan anak di Indonesia yang dibuat secara lengkap dan tuntas masih 

belum ada. Pengaturan pengangkatan anak sempat masuk dalam Rancangan 

Undang-Undang (RUU) tentang Perkawinan dan Rancangan Undang-Undang 

(RUU) tentang Peradilan Anak
49

. 

1. Dasar Hukum Pengangkatan Anak 

Adapun dasar hukum dari pengangkatan anak di Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

a. Pasal 39 Ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pengangkatan anak 
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hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak 

dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
50

 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak dalam undang-undang ini benar-benar 

diatur. Bagaimana dalam pengusahaan perlindungan terhadap anak. 

Pasal 39-40 didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selain hal itu juga 

mengatur tentang hak dan kewajiban anak (Pasal 4-19) baik 

mengenai anak kandung maupun anak adopsi.
51

 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak. Anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan.
52

 

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
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Anak Menjadi Undang-Undang. Telah mengatur sanksi pidana bagi 

pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana 

tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah 

secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.
53

 

e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 

1979 mengenai Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 1989 tentang pengangkatan anak jo. Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang pengangkatan 

anak. Dalam Surat Edaran ini menyebutkan syarat-syarat 

pengangkatan anak, permohonan pengesahan pengangkatan anak, 

pemeriksaan di pengadilan dan lain-lain. 

f. PP No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 

Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang 

mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, 

wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas 

perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam 

lingkungan keluarga orang tua angkat (pasal 1 butir 2). 

Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan 

hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke 

lingkungan keluarga orang tua angkatnya
54

. 
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Pengaturan pengangkatan anak dari berbagai sistem hukum Perdata 

yang berlaku di indonesia memiliki tujuan, cara atau prosedur dan akibat 

hukum yang berbeda-beda tergantung dari budaya, agama atau 

pandangan hidup yang mereka anut.
55

  

2. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak 

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 

tentang Pelaksaan Pengangkatan Anak terdapat mengenai  syarat-

syarat pengangkatan anak. 

1) Pasal 12 : 

(a) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi 

(1) Belum berusi 18 (delapan belas) tahun. 

(2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan. 

(3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga 

pengasuhan anak; dan 

(4) Memerlukan perlindungan khusus. 

(b) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

meliputi; 

(1) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas 

utama. 

(2) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai degan belum berusia 12 

(dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan 
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(3) Anak berusia 12( dua belas) tahun sampai dengan belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak 

memerlukan perlindungan khusus. 

2) Pasal 13 : 

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat: 

(a) Sehat jasmani dan rohani. 

(b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 

55( lima puluh lima ) tahun. 

(c) Beragama ama dengan agama calon anak angkat. 

(d) Berkelakuan baik  dan tidak  pernah dihukum karena melakukan 

tindak kejahatan. 

(e) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun. 

(f) Tidak merupakan pasangan sejenis. 

(g) tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu 

orang anak;   

(h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;  

(i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau 

wali anak;   

(j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah 

demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan 

perlindungan anak;   

(k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;   
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(l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) 

bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan 

(m) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.
56

 

3) Pasal 14 : 

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara 

Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a, 

harus memenuhi syarat: 

(a) Memperoleh izin tertulis dari pemerintah Negara asal pemohon 

melalui kedutaan atau perwakilan negera pemohon yang ada di 

Indonesia. 

(b) Memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan 

(c) Melalui lembaga pengasuhan anak. 

4) Pasal 15 : 

Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, 

harus memenuhi syarat:  

(a) Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik 

Indonesia; dan   

(b) Memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal 

anak.   

 

5) Pasal  16 :  
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(a) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat 

dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin 

dari Menteri. 

(b) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi.   

6) Pasal  17 : 

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13, calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus 

memenuhi syarat:  

(a) Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) 

tahun; 

(b) Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; 

dan 

(c) Membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak 

kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia 

melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat
57

.   

Tata cara pengangkatan anak  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 

tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengakatan anak sebagaimana 

berikut: 

 

 

1) Pasal  19 : 
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Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan 

tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. 

2) Pasal 20 : 

(a) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi syarat 

diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan 

pengadilan. 

(b) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan 

anak ke instansi terkait. 

3) Pasal 21 : 

(a) Seseorang  dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali 

dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun. 

(b) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak 

dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon 

orang tua angkat.  

b. Syarat pengangkatan anak secara detail dalam bagian dari Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak yang berisikan sebagaimana berikut : 

1) Pasal 39 : 

(a) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan 

yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat 

kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku.  
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(b) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak 

memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan 

orang tua kandungnya.  

(c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang 

dianut oleh calon anak angkat.  

(d) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat 

dilakukan sebagai upaya terakhir.  

(e) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak 

disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. 

2) Pasal 40 : 

(a) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya 

mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.  

(b) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan 

kesiapan anak yang bersangkutan. 

3) Pasal 41 : 

(a) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.  

(b) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
58

 

c. Staatsblad 1917 Nomor 129 berkaitan dengan syarat-syarat tentang 

adopsi yaitu sebagai berikut.
59
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1) Pasal 8 : 

(a) Persetujuan orang yang mengangkat anak  

(b) Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari 

orangtuanya, maka diperlukan izin dari orangtua itu, apabila 

bapak sudah wafat dan ibu telah kawin lagi, maka harus ada 

persetujuan dari walinya dan Balai Harta Peninggalan 

(Weeskamer) selaku pengawas wali; 

(c) Apabila anak yang akan diangkat itu adalah lahir diluar 

perkawinan, maka diperlukan izin dari orangtuanya, yang 

mengakuinya sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari 

wilayah serta dari Balai Harta Peninggalan;  

(d) Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka 

diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri;  

(e) Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan 

janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan 

ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-

laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap 

di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki 

dan keluarga dan keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-

laki sampai derajat keempat; persetujuan yang dimaksud pada 

sub ini dapat diganti dengan izin Pengadilan Negeri dari wilayah 

kediaman janda yang ingin mengangkat anak.   
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Adapun ketentuan lainnya yang diatur dalam Staatsblad 1917 No 129 

adalah
60

: 

1) Pasal 10 : 

Bahwa pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan Akta Notaris;  

2) Pasal 11 : 

Mengenai nama keluarga (geslachtsnaam) orang yang mengangkat 

anak, nama-nama juga menjadi nama dari anak yang diangkat; 

3) Pasal 12 : 

Menyamakan seorang anak angkat dengan anak sah dari perkawinan 

orang yang mengangkat;  

4) Pasal 13 : 

Mewajibkan Balai Harta peninggalan untuk apabila ada seorang ingin 

mengangkat anak, mengambil tindakan-tindakan yang perlu mengurus 

dan menyelamatkan barang-barang kekayaan anak yang diangkat;  

 

 

5) Pasal 14 : 

Yang menyebutkan, suatu pengangkatan anak berakibat terputusnya 

hubungan hukum antara anak yang diangkat dan orangtuanya sendiri, 

kecuali:   

(a) Mengenai larangan kawin yang berdasar atas suatu tali 

kekeluargaan. 
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(b) Mengenai peraturan Hukum Pidana yang berdasarkan pada tali 

kekeluargaan.  

(c) Mengenai perhitungan biaya perkara di muka hakim dan biaya dari 

gijzeling (ditahan dalam penjara berhubungan dengan adanya utang 

uang). 

(d) Mengenai kesaksian dalam akta autentik.  

6) Pasal 15 : 

Yang menentukan bahwa suatu pengangkatan anak tidak dapat 

dibatalkan oleh yang bersangkutan sendiri, bahwa pengangkatan anak 

perempuan atau pengangkatan anak secara lain daripada dengan akta 

notaris adalah batal dengan sendirinya (van Rechtswege Nietig); 

pengangkatan anak dapat dibatalkan, apabila bertentangan dengan 

pasal-pasal tersebut dalam Staatsblad 1917 No. 129. 

3. Akibat Hukum Pengangkatan Anak 

Dalam praktik di Pengadilan telah jelas dipaparkan mengenai akibat 

hukum yang ditimbulkan didalam pengangkatan antara anak dan orang 

tua sebagai berikut:  

 

a. Waris 

Dalam peraturan perundang-undangan  (dalam Staadblaad Tahun 

1917 No. 129), mengemukakan akibat hukum yang ditimbulkan dari 

pengangkatan anak, memilki akibat hukum anak tersebut memperoleh 

nama orangtua angkatnya, menjadi anak yang dillahirkan dari 
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perkawinan orang tua angkat dan memperoleh derajat sebagai ahli 

waris dari  orang tua angkat. Maksudnya, akibat yang ditimbulkan 

dari pengangkatan anak (adopsi) menghilangkan hubungan perdata 

antara orang tua kandung dan anak tersebut. 

b. Perwalian 

Perwalian yang menyangkut hak dan kewajiban anak angkat 

beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, di dalam 

islam terdapat pengecualian terhadap anak  perempuan dalam 

pernikahan tetap yang menjadi wali adalah orang tua kandungnya atau 

saudara kandungnya (sedarah).
61

  

c. Dengan Orangtua kandung 

Setelah semua prosedur atau tata cara telah terpenuhi, Maka sejak  

itu terputuslah hubungan anak kepada orang tua kandungnya dan 

hubungan dengan orangtua kandungnya menjadi putus. Beralihlah 

kedudukan orang tua kandung kepada orang tua angkatnya. 

 

 

d. Dengan Orangtua Angkat 

Setelah orang tua angkat mengangkat anak maka anak angkat 

tersebut memperoleh hak mewaris dan keperdataan. Dan 

kedudukannya seperti anak kandung dengan batas-batasan yang telah 

diatur. Aturan khusus tentang hak waris anak angkat yang diatur 
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dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa 

tidak semua harta peninggalan bisa diwariskan kepada anak angkat. 

1) Putusan MA tanggal 18 Maret 1959 No. 37 K/Sip/1959.   

Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak 

angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari 

orangtua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal)  

anak angkat tidak berhak mewarisinya.
62

 

2) Putusan MA tanggal 24 Mei 1958 No. 82 K/Sip/1957. 

Anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewarisi barang-

barang pusaka, barang-barang ini kembali kepada waris keturunan 

darah. 

3) Putusan MA tanggal 15 Juli 1959 No. 182 K/Sip/1959.  

Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orangtua 

angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orangtua 

angkat tersebut 

Perbuatan dari pengangkatan anak menimbulkan akibat hukun yang 

jelas di dalam aturan perundang-undangan Indonesia. Salah satu akibat 

yang dirimbulkan oleh orang tua kandung hanya memilki kewajiban atas 

anaknya dalam hal perwalian bagi anak perempuan yang beragama islam. 

Hak dan kewajiban yang seutuhnya telah beralih kepada orang tua angkat 

semenjak telah di putuskan di Pengadilan, kecuali perwalian. 
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Dalam islam anak angkat tidak membawa akibat hubungan darah, 

hubungan ahli waris maksudnya dalam hal nasab, nasab anak angkat 

tersebut tetap kembali kepada ayah kandungnya. Dalam  Staatsblad 1979 

No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak secara hukum anak 

angkat memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang 

dilahirkan dari perkawinan orangtua angkat. Dalam hal  itu hak dan 

kewajiban seorang anak angkat itu otomatis mempunyai kedudukan atau 

hak yang sama dengan anak kandung dan maka terputuslah hubungan 

anak tersebut dengan orang tua kandungnya
63

.  

Undang-Undang yang digunakan oleh masyarakat Indonesia 

diantaranya Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 yang 

telah di amandemen dengan Undang-Undang No 35 tahun 2014. 

Undang-Undang No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan 

Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 

dan lain sebagainya. Menjelaskan bahwa pengangkatan anak tidak 

memutuskan hubungan antara orang tua kandung dengan anak yang telah 

diangkat.  

Dalam hal nasab pun berlaku, nasab anak angkat tetap mengikuti 

orang tua kandung bukan mengikuti orang tua angkat. Apabila anak yang 

diangkat perempuan maka yang menjadi walinya tetap ayah kandungnya. 

Anak angkat hanya mewarisi dan diwarisi oleh orang tua kandungnya. 

Anak angkat pula hanya dapat mewarisi dan diwarisi dari orang tua 
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kandungnya dan sebaliknya. Terhadap hak dan kewajibannya dengan 

orang tua angkat anak angkat di tetapkan melalui wasiat wajibah. Yaitu 

wasiat yang diberikan kepada bukan ahli waris, wasiat tersebut hanya 1/3 

bagian harta yang bersangkutan baik itu orang tua angkat maupun anak 

angkat.
64
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BAB III 

KONDISI OBJEKTIF SASARAN PENELITIAN 

A. Gambaran Umum tentang Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan 

Kabupaten Rejang Lebong 

1. Sejarah Desa Teladan 

Menurut sejarah bahwa pada tahun 1085 desa ini dulunya bernama 

Serumpun Bambu. Dahulu awal mulanya desa tersebut berada dibawah 

naungan dari Air Putih. Pada tahun 1085 saat itu datanglah seorang 

panglima dari luar yaitu berasal dari daerah Palembang, panglima itu 

bernama Panglima Wewedo. Panglima Wewedo datang ke desa bukan 

hanya datang lalu pergi, namun Panglima Wewedo mempunyai tujuan 

untuk membuat sebuah desa yang maju. Pada saat datangnya Panglima 

Wewedo rumah yang ada di desa ini belum permanen, rumah-rumah 

banyak yang bangunan yang belum beton. Atap-atap rumah di desa hanya 

beratapkan dari atap rumbiah dengan dinding-dinging dari berasal dari 

pelupuh dan hanya beralaskan lantai yang masih tanah
65

. 

Pada awalnya desa ini hanya memiliki penduduk yang sangat sedikit 

yaitu hanya 49 jiwa yang kebanyakan berasal dari pensiunan sipil. Setelah 

beberapa tahun tepatnya tahun 1983 Serumpun Bambu ini terlepas dari 

naungan Air Putih, maka dari terlepasnya dari Air Putih Panglima 

Wewedo mendirikan desa ini dengan nama baru yaitu Desa Teladan 
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seperti yang telah didengar saat ini.
66

 Panglima Wewedo memberikan 

nama Desa Teladan bukan hanya memberi nama asal-asalan saja, namun 

Panglima Wewedo memberikan nama Desa Teladan dengan maksud arti 

desa yang menjadi contoh untuk desa yang terdekat itulah asal mula arti 

Desa Teladan. 

Batas awal desa ini dahulunya dibatasi dengan daerah yang berada di 

dekat Masjid Al-Hamid, masjid yang berada di dusun 2 saat ini. Awal 

kepemimpinan Desa Teladan dipimpin oleh Kapten Legiman Wongso, 

berasal dari seorang ABRI. Kapten Legiman Wongso disaat menjadi 

pimpinan Desa Teladan mempunyai tujuan-tujuan untuk perkembangan 

desa. Salah satu tujuan dari Kapten Legiman Wongso pada saat itu adalah 

menjadikan Desa Teladan sebagai kampung Militer. Karena banyaknya 

pensiunan yang berasal dari SKI sebutan sipil yang dahulu berada 

dibawah naungan TNI. Namun tujuan yang diinginkan Kapten Legiman 

Wongso tidak bisa tercapai yang disebabkan karena menurut masyarakat 

desa ini tidak akan menjadi maju apabila dijadikan sebagai Desa Militer.  

Beberapa tahun kemudian bertambahlah luas tanah yang semakin 

menyebar dan semakin meningkat. Karena kedatangan penduduk baru 

yang dibawa oleh para pemuka desa yaitu Bapak Paikun, Bapak Jamali 

dan Bapak Iman. Kerabat mereka berasal dari DIY Yogyakarta ke Desa 

Teladan. Maka bertambhalah penduduk Desa Teladan karena banyaknya 

penduduk baru yang dibawa oleh para pemuka desa. Banyaknya 
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penduduk yang datang dari daerah luar membuat jumlah penduduk 

bertambah sehingga membentuk dusun 2 yang semula hanya ada dusun 1. 

Saat ini mayoritas penduduk Desa Teladan merupakan keturunan orang 

Jawa dan menggunakan bahasa Jawa, sebagai bahasa keseharian mereka. 

Pada tahun 1990-an Desa Teladan memiliki seorang Kepala Desa 

yang berasal dari Kelurahan Air Putih yang bernama bapak M. Koyeng. 

Namun karena kejadian yang tidak bisa diceritakan kepada masyarakat 

umum. Bapak M. Koyeng mundur dari jabatannya dan digantikan oleh 

bapak Denras Najamudin yang di damping oleh Sekretaris Desa 

bernaman M. Arif.
67

 Dari pergantian pemimpin di Desa Teladan saat itu 

menjadi awal perkembangan yang mulanya Desa Teladan hanya ada 1 

dusun menjadi  2 dusun. Dan kini Desa Teladan telah semakin 

berkembang dengan bertambahnya 2 dusunyang menjadi 4 dusun, Dusun 

I, Dusun II, Dusun III, Dan Dusun IV. Perkembangan yang dirasakan pun 

terlihat dari kantor Desa yang dari tahun ke tahun menjadi lebih bagus 

dan tertata rapi seperti yang  terlihat hingga saat ini.  

2. Letak Demografis Desa Teladan 

a. Letak Desa Teladan  

Desa Teladan merupakan sebuah desa yang terletak di 

Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi 

Bengkulu. 

 

                                                             
67

 Ibid. Dokumen ini diperoleh Hasil Observasi Di Desa Teladan. 



54 

 

 
 

a) Batas Wilayah Desa Teladan 

Secara administratif Desa Teladan mempunyai batas wilayah 

sebagai berikut: 

1) Sebelah Utara Berbatasan dengan Kelurahan Talang Rimbo 

Lama 

2) Sebelah Selatan Berbatasan dengan kelurahan Tempel Rejo 

3) Sebelah Timur  Berbatasan dengan Kelurahan Air Putih Baru 

4) Sebelah Barat Berbatasan dengan Kelurahan Talang Rimbo 

Lama 

b) Luas Wilayah Desa Teladan 

Luas wilayah Desa Teladan adalah 500 Ha atau 5 Km
268 

dimana 44% dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan sayuran, kopi 

dan sebagian untuk perumahan penduduk, perkantoran, 

persawahan, sekolahan, dan sarana ibadah. Iklim Desa Teladan, 

sebagimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai dua 

iklim Kemarau dan Penghujan. perkantoran, persawahan, 

sekolahan, dan sarana ibadah. 

3. Keadaan Sosial  

Penduduk Desa Teladan Kabupaten Rejang Lebong berasal dari 

berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya 

berasal dari Asli Suku Jawa, Palembang, Rejang, Selatan, Batak, Padang. 
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Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong 

mempunyai jumlah penduduk 3.720 jiwa dan 671 KK. Yang terbagi 

dalam 4 (Empat) dusun, dilihat dari Tabel 1. 

Tabel 1 

Jumlah Penduduk 

Keterangan Dusun 

I 

Dusun 

II 

Dusun 

III 

Dusun 

IV 

Jiwa 620 Jiwa 1200 Jiwa 900 Jiwa 1000 

Jiwa 

KK 75 KK 250 KK 151 KK  195 KK 

 

Tingkat pendidikan penduduk desa Teladan  seperti pada umumnya 

masyarakat banyak yang mengenyam pendidikan umum. Pendidikan 

umum mereka tempuh dari SD sampai Perguruan Tinggi. Di lihat pada 

Tabel 2. 

Tabel 2 

Tingkat Pendidikan 

Belum  

Sekolah 

SD SLTP SLTA DIMPLOM

A 

SARJANA 

992 

Orang 

735 

Orang 

470 

Orang 

901 

Orang 

279 

Orang 

341 

Orang 

  

Masyarakat Desa Teladan mayoritas penduduk bermata pencaharian 

Petani karena 44% lahan berupa perkebunan, yang banyak dimanfaatkan 

penduduk sekitar untuk ditanami komoditi-komoditi seperti kopi, sayuran 

dan buah-buahan. Di lihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3 

                                                   Pekerjaan 

Petani Buruh Tani PNS/TNI Pedagang Wiraswasta 

806 

Orang 

507 

 Orang 

435  

Orang  

50  

Orang  

715  

Orang 

 

Mayoritas kepemilikan ternak penduduk di Desa Teladan mayoritas 

masyarakat dominan berupa ternak ayam. Di lihat pada Tabel 4 

Tabel 4 

Kepemilikan Ternak 

Unggas Kambing Sapi Ikan Lain-lain 

700 ekor  150 ekor  150 ekor  200 ekor  100 ekor  

 

Dalam kehidupan bermasyarakat, penduduk Desa Teladan juga 

dilengkapi dengan sarana umum di antaranya yaitu Balai Desa, Kantor 

Desa,  Masjid, Mushola, SD, SMP, SMA, Kampus, Posyandu, Unit 

Pengola Sampah, Lapangan Olah Raga, dan TPU. Adapun data 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5 

Sarana dan Prasarana Desa 

No Sarana atau Prasarana Jumlah atau Volume 

1. Balai Desa 1 Unit 

2. Kantor Desa 1 Unit 

3. Masjid 2 Unit 

4. Mushola 3 Unit 

5. SD 2 Unit 

6. SMP 1 Unit 

7. SMA 1 Unit 
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8. Kampus 1 Unit 

9. Posyandu 1 Unit 

10. Unit Pengola Sampah 1 Unit 

11. Lapangan Olah Raga 1 Lokasi 

12. TPU 1 Lokasi 

13. Paud  2 Unit 

 

Fasilitas sosial di Desa Teladan sudah cukup memadai terlihat dari 

beberapa fasilitas yang ada. Sehingga fasilitas yang ada mampu 

memberikan konstribusi yang baik untuk berinteraksi mendapatkan 

informasi terbaru sehingga hubungan masyarakat  satu dengan yang lain 

dapat terjalin baik. 

4. Keadaan Ekonomi 

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Teladan dominan kepada Petani 

karena 44% adalah lahan perkebunan. Yang lainnya hanya PNS, TNI, 

POLRI hanya sekitar 12 %, dan lain-lain sekitar 18%. 

5. Kehidupan Beragama 

Kehidupan beragama masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup 

Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu sangat rukun dan  

damai. Penduduk Desa Teladan mayoritas beragama islam. Di lihat dalam 

Tabel 6. 
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Tabel 6 

Jumlah Penduduk Menurut Agama 

No Agama yang Dianut Jumlah Orang 

1. Islam 3690Jiwa 

2. Kristen 20 Jiwa 

3. Hindu - 

4. Budha - 

5. Katholik 5 Jiwa 

  

Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat dikemukakan bahwa tingkat 

kesadaran dan pemahaman masayarakat Desa Teladan terdapat ajaran 

agama, khususnya agama Islam sebagai umat yang mayoritas sangat 

diperlukan. Dan karenanya pembangunan agama diarahkan kepada 

masyarakat. 

Sedangkan untuk sarana peribadatan yang telah berdiri di wilayah ini 

ada 2 masjid dan 3 mushola. Masjid dan mushola inilah yang sering 

dijadikan sebagai tempat kegiatan keagamaan oleh masyarakatnya, seperti 

Peringatan Hari Islam, Pengajian Ibu-ibu, Kegiatan Risma Masjid dan 

Mengaji Anak-anak serta kegiatan lainnya. 

6. Kondisi Pemerintah Desa Teladan 

a. Pembagian Wilayah Desa 

Pembagian wilayah Desa Teladan dibagi menjadi 4 (Empat) 

dusun. Dimana setiap dusun ada beberapa wilayah pertanian. Dan 
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setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Dengan pusat 

pemerintahan terletak didusun 2. 

 

b. Struktur Pemerintah Desa 

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA TELADAN KECAMATAN 

CURUP SELATAN KABUPATEN REJANG LEBONG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan musyawarah dan penjaringan potensi yang dilakukan 

disetiap dusun dalam proses Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) 

serta Pengkajian Keadaan Desa (PKD) di Desa Teladan ini, didapati 

Daftar Sumber Daya Desa, yaitu: 

Kepala Desa 

Yusmidi 

Kadus III 

Jemingan 

Kaur 

Keuangan 

Rani P 

Kadus I 

Andy P 

Sekretaris 

Arif F 

Kadus II 

Walidi 

K. 

Ketatausahaan 

Sartika 

Kasi 

Pemerintahan 

Heri S 

Kasi 

Pelayanan 

Reyanisa 

K. 

Perencanaan 

Rika N 

Kasi 

Kesehjahteraan 

Yuwando 

Kadus IV 

Sumarli 
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1) Daftar Sumber Daya Manusia 

No Potensi Lokasi 

1.  Adanya Masyarakat yang berpendidikan SD Desa  

2.  Adanya Masyarakat yang berpendidikan 

SMP 

Desa  

3.  Adanya Masyarakat yang berpendidikan 

SMA 

Desa  

4.  Adanya Masyarakat yang berpendidikan D I Desa  

5.  Adanya Masyarakat yang berpendidikan D II Desa  

6.  Adanya Masyarakat yang berpendidikan D 

III 

Desa  

7.  Adanya Masyarakat yang berpendidikan S1 Desa  

8.  Adanya Masyarakat yang berpendidikan S2 Desa  

 

2) Daftar Sumber Daya Pembangunan 

No Potensi Lokasi 

1.  Adanya Jalan Yang Sudah Di Hotmik Desa  

2.  Adanya Jalan Penghubung Antar Desa Desa  

3.  Adanya Jalan Penghubung Antar Desa Yang 

Belum Di Hotmik 

Desa  

4.  Adanya Balai Desa Desa  

5.  Adanya Jalan Usaha Tani Desa  

6.  Adanya Jalan Rabat Beton Desa  

7.  Adanya Drainase Desa  

8.  Adanya Pos Ronda Desa  

9.  Adanya Air Bersih Desa  

10.  Adanya Gedung Paud/Tk Desa  
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3) Daftar Sumber Daya Sosial Budaya 

No Potensi Lokasi 

1.  Adanya Kesenian Rabana Desa  

2.  Adanya Kesenian Kuda Kepang Desa  

3.  Adanya Majelis Taklim Desa  

4.  Adanya Risma Desa  

5.  Adanya Masjid Dan Mushola Desa  

6.  Adanya Kegiatan Arisan Ibu-Ibu Desa  

7.  Adanya Kegiatan Gotong-Royong Desa  

8.  Adanya Persatuan Tenda Desa  

 

 

4) Daftar Sumber Daya Lainnya 

No Potensi Lokasi 

1.  Adanya Kendaraan Dinas Roda Dua Desa  

2.  Adanya Struktur Pemerintah Desa/BPD Desa  

3.  Adanya Honor Ketua Dan Anggota Bpd Desa  

4.  Adanya Usaha Rumah Tangga Masyarakat  Desa  

5.  Adanya Bidan Desa Desa  

6.  Adanya Lahan Pertanian Masyarakat Desa  
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 BAB IV 

PENGANGKATAN ANAK DI DESA TELADAN MENURUT HUKUM 

ISLAM DAN HUKUM POSITIF 

 

A. Praktek Pengangkatan Anak Masyarakat Desa Teladan  

Pengangkatan anak yang terjadi pada masyarakat Desa Teladan 

Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong mempunyai banyak 

faktor yang melatar belakangi terjadinya pengangkatan anak. Pengangkatan 

anak yang dilakukan oleh masyarakat tidak semata-mata karena ingin 

meneruskan keturunan saja, ada yang bertujuan demi membantu pekerjaan 

sehari-hari, ada yang hanya memiliki anak perempuan saja dan ingin 

memiliki kehadiran anak laki-laki di dalam keluarga.
69

 Faktor tersebut 

membuat masyarakat di Desa Teladan dominan melakukan pengangkatan  

anak. Pengangkatan anak yang dilakukan baik dari dalam ruang lingkup 

masyarakat sekitar maupun ruang lingkup kaum kerabat maupun dari anak 

yang benar-benar tidak diketahui orang tuanya. 

Berikut adalah data-data masyarakat yang melakukan pengangkatan 

anak di Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong 

dan beberapa orang terkait dengan pengangkatan anak: 

No Nama Jabatan 

1. Roni Tokoh Agama 

2. Yusmidi Tokoh Masyarakat 

3. E dan T Yang melakukan pengangkatan 

anak 
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4. C dan U Yang melakukan pengangkatan 

anak 

5. M dan K Yang melakukan pengangkatan 

anak 

6. D dan K Yang melakukan pengangkatan 

anak 

7. A dan S Yang melakukan pengangkatan 

anak 

 

Di Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang 

Lebong ditemukan 5 narasumber terkait dengan pengangkatan anak dan 

beberapa orang terkait dengan pengangkatan anak. 

1. Bagaimana dengan budaya masyarakat terkait dengan pengangkatan anak 

‘’Menurut bapak Yusmidi selaku Kepala Desa menerangkan bahwa 

Budaya pengangkatan anak di Desa Teladan ko sebenarnyo dak biso kito 

omong budaya, ngapo bapak omong dak bisa karno masyarakat Desa 

Teladan ko nak la idak menerapkan budaya-budaya leluhur nenek 

moyang lagi. Kalo masyarakat Desa Teladan banyak yang melakukan 

pengangkatan anak itu bukan budaya leluhur nak, tapi iko kebiasaan dari 

keinginan pribadi tobo iko dewek-dewek karno kebanyakan belum 

dikasih keturunan’’
70

 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan tersebut dapat 

dijelaskan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat 

bukanlah sebuah budaya leluhur hanya saja kebiasaan yang di miliki 

pribadi masyarakat yang sering dilakukan.  

 “Pertanyaan selanjutnya bagaimana tata cara yang dilakukan 

masyarakat untuk mengangkat anak? Menurut bapak Yusmidi selaku 

Kepala Desa mengatakan masyarakat di Desa Teladan ko banyak yang 

ngangkat anak kek  caro-caro nyo dewek. Tobo iko rato-rato ngangkat 

anak cuma melibatkan pihak-pihak yang bersangkutan bae. Kalo masalah 

ke Pengadilan ko jarang tobo iko pakek karno katonyo ribet, yang kito 
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taulah masyarakat malas ribet. Tobo iko tau di Pengadilan ko panjang 

prosesnyo tobo iko male nyo nak cepat bae”
71

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa 

pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat di Desa Teladan hanya di 

lakukan sepengetahuan dengan pihak-pihak yang berkaitan dan mereka 

melakukan proses pengangkatan anak tanpa ada nya penetapan 

Pengadilan. 

“Pertanyaan selanjutnya apa saja alasan dan tujuan pengangkatan 

anak yang dilakukan masyarakat Desa Teladan? Menurut bapak Yusmidi 

selaku Kepala Desa mengatakan masyarakat di Desa Teladan banyak 

yang ngangkat anak pertamo karno nyo belum ado anak, yang keduo 

kebanyakan nolong sanak yang kurang mampu, ketigo karno Cuma ado 

anak lanang atau tino bae. Faktor-faktor itulah yang bikin masyarakat di 

siko banyak ngangkat anak”
72

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa tujuan 

masyarakat melakukan pengangkatan anak karena tidak mempunyai 

keturunan, menolong saudara yang kurang mampu dalam segi ekonomi 

dan di dalam keluarga hanya mempunyai anak perempuan atau lelaki 

saja. 

 “Pertanyaan selanjutnya apakah bapak tahu berapa keluarga yang 

mengangkat anak? Menurut bapak Yusmidi selaku Kepala Desa 

masyarakat di Desa Teladan yang ngangkat anak yang bapak tau Cuma 5 

(lima) KK tula nak, selebih dari itu bapak idak tau. Karno masyarakat di 

Desa Teladan banyak diam-diam yang ngangkat anak, karno takut di 

suruh ke Pengadilan. Dan masyarakat di Desa Teladan ko banyak yang 

nganggap masalah ngangkat anak ko idak perlu di laporkan ke perangkat 

Desa karno ngangkat anak menurut tobo iko adalah urusan pribadi 

masing-masing idak ado urusan kek perangkat Desa”
73

.  
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah 

masyarakat yang melakukan pengangkatan anak hanya 5 KK yang 

diketahui karena  tidak terdapat data yang akurat. 

2. Apakah bapak tahu tentang mengangkat anak dengan memberi bayaran 

kepada orang tua kandung 

“Menurut bapak Roni selaku Imam mengatakan bapak kurang tau 

kalo yang masalah anak angkat yang pakek pembayaran. Yang bapak tau 

Cuma orang tuo angkat tu ngasih duit kek orang tua kandung sebagai 

ucapan mokasih la endak ngasih kan anak kek orang tuo angkat kek ganti 

pengeluaran yang la di keluarkan orang tuo kandung. Kalo masalah anak 

tu di bayar nian kek orang tuo angkat bapak la kurang tau nak”
74

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa masalah 

pembayaran antara orang tua angkat kepada orang tua kandung tidak 

terlalu mengetahui tentang pembayaran tunai. Dalam hal pembayaran 

hanya sebagai tanda terima kasih telah merawat dan mengganti jerih 

payah mengurus anak. 

 “Pertanyaan selanjutnya mengapa anak angkat tidak boleh 

disamakan dengan anak kandung? Menurut bapak Roni selaku Imam 

mengatakan la jelas anak angkat dak boleh disamokan kek anak kandung, 

karno jaman Nabi la jelas alasannyo. Kalo masyarakat cermat pasti 

masyarakat la baco ketentuan Al-Qur’an, tapi kadang masyarakat banyak 

ko la tau tapi icak-icak idak tau dan idak galak memahami. Padahal yang 

tobo iko lakukan la salah”
75

. 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa anak 

angkat tidak boleh disamakan dengan anak kandung itu sudah jelas di 
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dalam Al-Qur’an dan pada zaman Nabi pun telah di larang menyamakan 

anak angkat dengan anak kandung. 

 “Pertanyaan selanjutnya apa solusi jika sudah mengangkat anak bila 

tidak sesuai dengan Undang-Undang dan Hukum Islam? Menurut bapak 

Roni selaku Imam mengatakan kalo  la terlanjur ngangkat anak dak 

sesuai kek Undang-Undang dan Hukum Islam. Baiknyo  sebagai 

masyarakat yang bijak hendaknyo memperbaiki apo ajo yang perlu di 

perbaiki. Karno masalah iko kedepannyo pasti saling berkaitan kek masa 

depan anak dan bagusnyo anak ko tetap punyo masa depan yang punyo 

kekuatan hukum yang pasti idak samar-samar”
76

. 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa 

sebaiknya masyarakat Desa Teladan memperbaiki jika terdapat kesalahan 

dan kekeliruan dalam masalah pengangkatan anak. Agar nantinya anak 

memiliki masa depan yang memiliki kepastian hukum, baik hukum Islam 

maupun hukum positif.  

3. Bagaimana tata cara anda mengangkat anak 

“Menurut bapak T Dan Ibu E kami ngangkat anak kami ko nak awal 

mula nyo waktu kami lagi nunggu toko. Datanglah mak anak iko ke 

kami. Nyo dulu tu pertamo nak minjam duit untuk keperluan mendesak. 

Kami kasihlah tanpa kami duga-duga nyo ngomong mang adopsilah anak 

ambo ko, ambo jugo la dak sanggup ngurusnyo, bapaknyo jugo la idak 

kerjo lagi. Dari itu kami kecek nian bae kau, kalo kami endak bae kami 

jugo la lamo nikah belum ado anak. kami dak ado keberatan kalo anak ko 

endak minta adopsi kek kami. Cuma cak itu bae caronyo nak duit tu jugo 

bukan untuk beli tapi nyo pinjam kek kami.”
77

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa tata 

cara yang mereka lakukan hanya dengan perkataan lisan antara orang tua 

angkat dan kandung saja. 
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 “Pertanyaan selanjutnya apa alasan dan tujuan anda mengangkat 

anak? Menurut bapak T dan ibu E alasan dan tujuan mereka mengangkat 

anak adalah tujuan kek alasan kami ngangkat anak ko nak karno pertamo 

awal mula nak nolong mak nyo yang la dak sanggup ngurus anak iko 

yang keduo jugo kami kan la lamo nikah tapi belum dikasih anak jadi 

idak keberatan untuk adopsinyo ko”
78

. 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan bahwa tujuan 

mereka mengangkat anak karena belum dikaruniai seorang anak. 

 “Pertanyaan selanjutnya apakah anak mengetahui bahwa dia anak 

angkat? Menurut bapak T dan ibu E anak kami ko awalnyo daktau kalo 

nyo ko anak angkat. Tapi karno tetanggo banyak yang ngomong nyoo 

anak angkat laju kini nyo tau kalo nyo anak angkat”
79

. 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan bahwa anak 

yang mereka angkat mengetahui statusnya sebagai anak angkat. 

 “Pertanyaan selanjutnya apakah anda tahu tentang akibat hukum 

pengangkatan anak? Menurut bapak T dan ibu E kami la kurang tau 

akibta hokum apola itu nak, yang kami tau cuma ngurus kek 

nyekolahkannyo sampe tinggi tula”
80

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa mereka 

tidak tahu mengenai akibat hukum tentang pengangkatan anak. 

 “Pertanyaan selanjutnya apakah anda mengetahui peraturan 

Perundang-Undangan mengenai pengangkatan anak? Menurut bapak T 

dan ibu E, yang kami tau Cuma kalo anak angkat wajib di urus kalo 

masalah yang lain dak kami taula yang kami tau Cuma nyo anak angkat 

yang harus kami urus kek kami kasih kebahagiaan pendidikan” 
81

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa mereka 

tidak  mengetahui tentang Undang-undang tentang pengangkatan anak.  
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 “Pertanyaan selanjutnya apakah anda tahu tentang dampak 

pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku? 

Menurut bapak T dan ibu E, dampak dari ngangkat anak idak tau kami 

nak “
82

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa mereka 

tidak mengetahui dampak apa saja terhadap pengangkatan anak yang 

dilakukan tanpa sesuai aturan yang berlaku. 

 “Pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan status dalam akta dan 

kartu keluarga (kk)? Menurut bapak T dan ibu E, yo status anak kami yo 

namo nyo pakek namo bapak la nak karno kan kami la ngurus nyo dari 

kecik”
83

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa status 

anak di dalam akta  dan kartu keluarga menggunakan nama ayah angkat 

bukan nama ayah kandung mereka. 

 “Pertanyaan selanjutnya apakah pernah ada masalah selama anda 

melakukan pegangkatan anak? Menurut bapak T dan ibu E, dak ado 

masalah selamo iko nak, paling masalah omongan tetanggo tula. Karno 

dari awal kami la siapkan namo anak ko bin nyo kek siapo jadi sampe 

kini baik-baik bae”
84

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa tidak 

ada masalah yang berat untuk saat ini karena mereka sudah 

mempersiapkan semuanya sejak mengangkat anak seperti mengganti 

nama ayah kandung di aktanya dan menambah daftar anggota keluarga di 

kartu keluarga. 
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4. Bagaimana tata cara anda mengangkat anak 

“Menurut bapak C dan ibu U, caro kami ngangakat anak iko Cuma 

minta izin kek mak nyo tula. Karno mak nyo kerjo diluar negeri sering 

nitipkan anak ko kek kami. Kami kasian kek anak iko dak teurus lagi tiap 

mak nyo pai. Mak nyo dulu ado nawarkan tapi kami belum jawab karno 

masih takut nak jawab apo. La agak besak umur 3 tahun mak iko 

ngomong Kak kalo nak adopsi Reza dakpapo ambo jugo caknyo lamo 

kerjo kali iko. Bak nyo jugo la nikah lagi, negri ambo  kasih kek 

bapaknyo mending la kek Kakak nyo jugo la tebiaso itu kato mak nyo. 

Dari situla kami ngomong jadi jugo kami adopsi untuk ngawankan Ade 

kek Anggi di rumah ”
85

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa tata 

cara yang mereka lakukan dengan meminta izin kepada orang tua 

kandung anak angkat untuk menjadikan anaknya sebagai anak angkat 

mereka.  

 “Pertanyaan selanjutnya apa alasan dan tujuan anda mengangkat 

anak? Menurut bapak C dan ibu U, alasan dan tujuan kami nak ngadopsi 

nyo ko itula kami kasian kek anak ko ditinggal lamo kek maknyo, laju 

untuk kawan Ade kek Anggi karno anak kami lanang galo pas la ado 

anak  tino jugo” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa alasan 

dan tujuan mereka mengangkat anak karena anak kami laki-laki semua 

dan tidak mempunyai anak perempuan oleh sebab itu kami mengangkat 

anak perempuan tersebut yang telah dititipkan kepada kami. 

 “Pertanyaan selanjutnya apakah anak mengetahui bahwa dia anak 

angkat? Menurut bapak C dan Ibu U, anak iko tau kalo nyo anak angkat, 

karno nyo masih sering la ditengok kek mak nyo”
86
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa anak 

tersebut mengetahui bahwa dia anak angkat. Karena anak angkat masih 

sering bertemu dengan orang tuanya.  

 “Pertanyaan selanjutnya apakah anda tahu tentang akibat hukum 

pengangkatan anak? Menurut bapak C dan ibu U , kami kurang tau akibat 

hukumnyo karno niat kami Cuma nak nolongg anak iko dari pado dak 

terurus”
87

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa mereka 

tidak mengetahui tentang akibat hukum mengenai pengangkatan anak. 

 “Pertanyaan selanjutnya apakah anda mengetahui peraturan 

perundang-undangan mengenai pengangkatan anak? Menurut bapak C 

dan ibu A, tau kami  ado peraturan  Cuma kami dak pulo ngijonyo, yang 

penting kami idak ngapo-ngapo kan anak iko kan” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa mereka 

tahu tentang peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan 

anak tapi tidak terlalu menjadi pedoman dalam hal pengangkatan anak. 

 “Pertanyaan selanjutnya apakah anda tahu tentang dampak 

pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku? 

Menurut bapak C dan ibu U, dak tau kami nak, karno selamo iko anak ko 

dak pernah dapek masalah’’
88

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa mereka 

tidak tahu dampak pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan 

yang berlaku. 

 “Pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan status dalam akta dan 

kartu keluarga(kk)? Menurut bapak C dan ibu U, status anak ko dalam 
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KK yo kek namo bapak nak. Bapak kandung nyo jugo daktau dimano 

jadi yo pakek namo bapak nak”
89

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa status 

anak di dalam akta  dan kartu keluarga menggunakan nama ayah angkat 

bukan nama ayah kandung mereka. 

 “Pertanyaan selanjutnya apakah pernah ada masalah selama anda 

melakukan pengangkatan anak? Menurut bapak C dan ibu U, dak ado 

masalah nak karno kami ngadopsi anak ko kan kek caro yang benar kek 

izin orang tua kandung yo jadi aman-aman bae dan kami jugo  la ngurus 

akta anak ko kek la kami masukan ke KK kami”
90

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa tidak 

ada masalah yang berat untuk saat ini karena mereka sudah 

mempersiapkan semuanya sejak mengangkat anak seperti mengganti 

nama ayah kandung di aktanya dan menambah daftar anggota keluarga di 

kartu keluarga. 

5. Bagaimana tata cara anda mengangkat anak 

 “Menurut bapak K dan ibu M, caro kamu adopsi nyo ko nak dulu 

pas kami lagi di kebun ado orang tuo yang nawarkan anaknyo kek kami 

duitnyo untuk nebus barang yang nyo gadaikan. Berhubung anaknyo 

banyak tula nyo tawarkan kek kami, yo dengan senang hati kami endak 

bae waktu itu jugo kami belum ado anak jadi kami dak keberatan nak. 

Cuma kami kasih duit cak 1 juta la waktu itu, udah kami kasih duit yo 

langsung nyo kasih anak tu kek kami.”
91

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa tata 

cara mereka mengangkat anak tersebut dengan cara hanya antara orang 
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tua kandung dan orang tua angkat saja. Dengan serah terima sejumlah 

uang sebagai simbol sah anak itu menjadi anak mereka.  

 “Pertanyaan selanjutnya apa alasan dan tujuan anda mengangkat 

anak? Menurut bapak K dan M, alasan dan tujuan kami adopsi anak ko 

pertamo karno kami belum di kasih anak waktu itu yang keduo kami 

kasian kek orang tuonyo anak nyo la kebanyakan dan untuk bantu nebus 

barang yang penting yang nyo la gadaikan” 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa alasan 

dan tujuan mereka mengangkat anak adalah karena pada saat itu mereka 

tidak mempunyai anak. Pada saat yang bersamaan ada orang tua yang 

menawarkan anaknya untuk di adopsi karena kebutuhan Dengan 

memberikan uang kepada orang tua angkat tersebut maka  anak itu sah 

menjadi anak mereka. 

 “Pertanyaan selanjutnya apakah anak mengetahui bahwa dia anak 

angkat? Menurut bapak K dan ibu M, anak ko dulu daktau kalo nyo anak 

angkat, tapi kini nyo la besak jadi kami kasih tau kalo nyo ko anak 

angkat”
92

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa anak 

yang mereka angkat mengetahui dia anak angkat.  

 “Pertanyaan selanjutnya apakah anda tahu tentang akibat hukum 

pengangkatan anak? Menurut bapak K dan ibu M, kami kurang tau 

masalah cak iko nak, gawe kami Cuma kerjo tula idak ngijo hukum-

hukum apola separo ko nak ”
93

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa mereka 

tidak mengetahui tentang akibat hukum mengenai pengangkatan anak. 

 “Pertanyaan selanjutnya apakah anda mengetahui peraturan 

perundang-undangan mengenai pengangkatan anak? Menurut bapak K 
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dan ibu M, adola kami dengar peraturan tu nak, tapi Cuma dengar bae 

idak nyo kami paham yang cakmano-cakmanonyo, tau kami ngurus nyo 

tula kek ngijo kerjo kami nak”
94

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa mereka 

tahu tentang peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan 

anak tapi tidak terlalu menjadi pedoman dalam hal pengangkatan anak. 

 “Pertanyaan selanjutnya apakah anda tahu tentang dampak 

pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku? 

Menurut bapak K dan ibu M, idak tahu kami nak, yang kami tau sampe 

kini idak ado masalah nak ’’
95

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa mereka 

tidak tahu dampak pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan 

yang berlaku. 

 “Pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan status dalam akta dan 

kartu keluarga (kk)? Menurut bapak K dan ibu M, yo status nyo sebagai 

anak dari kami la nak, binti nyo jugo kek namo bapak. Karno yang kami 

tau kami ngurus nyo dari kecik yo wajar bin nyo kek namo bapak. Orang 

tuo kandung nyo jugo la daktau dimano, dari nyo nawarkan adopsi tu 

kami dak pernah ketemu lagi nak kek KK jugo dari awal la kami 

masukan sebagai anak kami”
96

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan bahwa status 

anak didalam akta dan kartu keluarga menggunakan nama ayah angkat 

bukan nama ayah kandung mereka 

 “Pertanyaan selanjutnya apakah pernah ada masalah selama anda 

melaukan pengangkatan anak? Menurut bapak K dan ibu M, dakdo 

masalah sampe kini ko, Cuma paling masalah-masalah kek sanak tula. 
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Kadang masih berdebat ngapo adopsi anak orang jauh cak itu bae 

paling”
97

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa tidak 

ada masalah yang berat untuk saat ini. 

“Pertanyaan selanjutnya apakah pernah  ada masalah selama anda 

melakukan pengangkatan anak? Menurut bapak K dan ibu M, idak ado 

masalah selamo iko, kami jugo dari kecik la ganti namonyo, bikin di KK 

jadi sampe kini la dak ado masalah”
98

. 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa tidak 

ada masalah yang berat untuk saat ini karena mereka sudah 

mempersiapkan semuanya sejak mengangkat anak seperti mengganti 

nama ayah kandung di aktanya dan menambah daftar anggota keluarga di 

kartu keluarga. 

6. Bagaimana tata cara anda mengangkat anak 

“Menurut bapak K dan ibu D, pas itu kami lagi main ke rumah 

sanak, laju ketemu kek bak mak anak iko, cerito-cerito panjang lebar 

tanpa kami sangko nyo ngecek siapola yo nak adopsi anak aku ko. Anak 

aku ko la limo dak ku sanggup ngurus nyo ko. Laju disitu kami ngecek 

ngapo kau dak sanggup, nyo ngecek ambo ko Cuma gawe supir mang 

nak ngurus anak sebanyak iko la dak sanggup, biar kami bae la 

adopsinyo kalo cak itu. Dari situlah anak ko kini kek kami nak, dakdo 

pakek duit-duit. Cuma omongan bae antara kami kek orang tuonyo”
99

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa tata 

cara mereka mengangkat anak yaitu hanya melalui lisan antara orang tua 

kandung dan orang tua angkat. 
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 “Pertanyaan selanjutnya apa alasan dan tujuan anda mengangkat 

anak? Menurut bapak  K dan D, alasan kami adopsi nyo ko itula kami 

kasian kek bapak nyo kerjo Cuma supir anak banyak, dari pado gek dak 

terurus kasihan jugo anak iko tula kami adopsi nyo. Kami jugo belum 

punyo anak la 7 tahun nikah, punyo anak keguguran terus. Tula kami 

pikir biarla kami adopsi nambah-nambah kawan jugo di rumah dari pado 

sepi”
100

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa mereka 

mengangkat anak adalah karena dalam pernikahan yang sudah 7 tahun 

dibina belum juga dikaruniai seorang anak. Karena hal itulah mereka 

melakukan pengangkatan anak. 

 “Pertanyaan selanjutnya apakah anak mengetahui bahwa dia anak 

angkat? Menurut bapak K dan ibu D, idak tahu nyo sampe kini, kami dak 

tega nak ngeceknyo. Biarla agek pas nyo la kuliah baru kami kecek “
101

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa anak 

yang mereka angkat tidak mengetahui status dia sebagai anak angkat.  

 “Pertanyaan selanjutnya apakah anda tahu tentang akibat hukum 

pengangkatan anak? Menurut bapak K dan ibu D, kurang tau kami nak, 

mintak-mintak dak ado akibatnyo la, iko jugo niat baik mintak-mintak 

sampe nyo la nikah dakdo apo-apo”
102

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa mereka 

tidak mengetahui tentang akibat hukum mengenai pengangkatan anak. 

 “Pertanyaan selanjutnya apakah anda mengetahui peraturan 

perundang-undangan mengenai pengangkatan anak? Menurut bapak K 

dan ibu D, idak tahu kami apo peraturan nyo, kami kan petani mano ngijo 

peraturan-peraturan”
103
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Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan bahwa mereka 

tidak tahu tentang peraturan perundang-undangan mengenai 

pengangkatan anak. 

 “Pertanyaan selanjutnya apakah anda tahu tentang dampak 

pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku? 

Menurut bapak K dan ibu D, kurang tau kami ko nak”
104

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa mereka 

tidak tahu dampak pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan 

yang berlaku. 

 “Pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan status dalam akta dan 

kartu keluarga (kk)? Menurut bapak K dan ibu D yo status nyo sebagai 

anak dari kami la nak, binti nyo jugo kek namo bapak. Karno yang kami 

tau kami ngurus nyo dari kecik yo wajar bin nyo kek namo bapak. Orang 

tuo kandung nyo jugo la pas kami tanyo yo bikin la namo mamang, anak 

ko kan la mamang adopsi jadi yo hak mamang”
105

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan bahwa status 

anak di dalam akta dan kartu keluarga menggunakan nama ayah angkat 

bukan nama ayah kandung mereka 

“Pertanyaan selanjutnya apakah pernah  ada masalah selama anda 

melakukan pengangkatan anak? Menurut bapak K dan ibu D, idak ado 

masalah selamo iko, kami jugo dari kecik la ganti namonyo, bikin di KK 

jadi sampe kini la dak ado masalah”
106

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa tidak 

ada masalah yang berat untuk saat ini karena mereka sudah 

mempersiapkan semuanya sejak mengangkat anak seperti mengganti 
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nama ayah kandung di aktanya dan menambah daftar anggota keluarga di 

kartu keluarga. 

7. Bagaimana tata cara anda mengangkat anak 

 “Menurut bapak A dan ibu S, waktu kami balik dusun tetanggo 

kami nawarkan anak adopsi anak apo idak, anak nyo la banyak kemaren 

la KB tapi masih pulo keluar anak. bapak waktu itu dak pakek mikir 

bapak kecek endak bae, laju bapak kecek jugo idak kau pakek duit kan. 

Disitu bapak kecek galak kami adopsi, taula bibik kau ko agak sakit 

jiwanyo mano bisa puyo anak. udah kami ngobrol-ngobrol langsung anak 

ko nyo kasih kek kami suruh bawak, yo langsung kami bawak tanpa duit 

Cuma omongan bae antara kami.”
107

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa tata 

cara mereka mengangkat anak tidaklah rumit, yaitu mereka hanya 

melakukan seperti serah terima dengan ucapan bahwa anak tersebut telah 

sah menjadi anak mereka. Setelah perkataan lisan tersebut diucapkan 

maka anak tersebut telah menjadi anak mereka. 

 “Pertanyaan selanjutnya apa alasan dan tujuan anda mengangkat 

anak? Menurut bapak A alasan dan tujuan bapak adopsi anak iko pertamo 

bini bapak ko la lamo sakit jiwa nyo dak sembuh, tula bapak endak 

adopsi untuk kawan bapak di rumah. Siapo tau agek besak bisa ngurus 

bapak pas tuo” 
108

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa alasan 

dan tujuan mereka mengangkat anak adalah karena ibu S mengalami 

sakit kejiwaan ringan. Dimana penyakit tersebut tidak memungkinan 

pernikahan mereka memiliki keturunan. Karena hal itu mereka 

mengangkat anak guna melengkapi utuhnya keluarga.   
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 “Pertanyaan selanjutnya apakah anak mengetahui bahwa dia anak 

angkat? Menurut bapak A, idak tau anak iko anak angkat, nyo jugo 

belum ngerti nian nyo masih SD”
109

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa anak 

yang mereka angkat tidak mengetahui status dia sebagai anak angkat.  

 “Pertanyaan selanjutnya apakah anda tahu tentang akibat hukum 

pengangkatan anak? Menurut bapak A, yang bapak tahu dakdo akibat 

apo-apo masalah ngangkat anak ko nak”
110

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa mereka 

tidak mengetahui tentang akibat hukum mengenai pengangkatan anak. 

 “Pertanyaan selanjutnya apakah anda mengetahui peraturan 

perundang-undangan mengenai pengangkatan anak? Menurut bapak A, 

adolah paling anak jangan ditelantarkan tula, kalo yang lain-lain idak 

tahu bapak ”
111

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa mereka 

tahu tentang peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan 

anak tapi tidak terlalu detail. 

 “Pertanyaan selanjutnya apakah anda tahu tentang dampak 

pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku? 

Menurut bapak A, idak tahu bapak ”
112

. 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa mereka 

tidak tahu dampak pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan aturan 

yang berlaku. 
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 “Pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan status dalam akta dan 

kertu keluarga (kk)? Menurut bapak A, yo status nyo sebagai anak bapak 

bin bapak nak. Karno perjanjian kek bapak nyo dulu nak ko bukan 

tanggungan nyo lagi. Yo bapak pikir merubah bin nyo dak masalah”
113

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan bahwa status 

anak di dalam akta  dan kartu keluarga menggunakan nama ayah angkat 

bukan nama ayah kandung mereka 

 “Pertanyaan selanjutnya apakah pernah ada masalah selama anda 

melakukan pengangkatan anak? Menurut bapak A, dak ado masalah eh 

selamo iko aman-aman bae”
114

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat  dijelaskan  bahwa tidak 

ada masalah yang berat untuk sa at ini karena mereka sudah 

mempersiapkan semuanya sejak mengangkat anak seperti mengganti 

nama ayah kandung di aktanya dan menambah daftar anggota keluarga di 

kartu keluarga. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan diatas tersebut dari 

5 narasumber yang melakukan praktek pengangkatan anak dapat disimpulkan 

yang Pertama bahwa tatacara yang mereka  lakukan dalam pengangkatan 

anak didasarkan kepada pengetahuan yang mereka ketahui seadanya saja. 

Kedua, alasan serta tujuan mereka tidak semata-mata hanya meneruskan 

keturuanan saja namun banyak faktor dari membantu ekonomi keluarga yang 

kesulitan hingga rasa iba terhadap keluarga anak yang di angkat. Ketiga, 

status anak pun rata-rata tidak diketahui bahwa anak tersebut adalah anak 

angkat. Keempat, masyarakat juga banyak yang tidak mengetahui peraturan 
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perundang-undangan tentang pengangkatan anak. Kelima, dampak-dampak 

dari pengangkatan anak minim diketahui  oleh masyarakat dengan ketentuan 

yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Keenam, status anak 

angkat juga kebanyakan mengikuti ayah angkatnya karena banyak faktor 

yang melatarbelakangi dari ketidaktahuan dan keberadaan ayah kandung, lalu 

karena orang tua angkat telah mengurus dari bayi, dan masyarakat 

menganggap bahwa masalah yang ditimbulkan dari pengangkatan anak pun 

tidak terlalu berat atau tidak sering di temui. 

Menurut masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan 

Kabupaten Rejang Lebong bahwa dengan sebuah ucapan lisan atau tulisan 

saja cukup untuk melakukan pengangkatan anak tanpa harus melalui proses 

penetapan Pengadilan. Dimana pentingnya melakukan penetapan Pengadilan 

sebenarnya adalah upaya yang paling baik demi kepastian hukum anak 

kedepannya. Pengangkatan anak tanpa melalui prosedur yang seharusnya 

dilakukan masyarakat akhirnya membuat masyarakat melakukan sebuah 

kesalahan yang tidak mengetahui mana yang benar maupun yang salah.  

Menjadikan nasab anak angkat kepada ayah angkat menjadi salah satu 

kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dimana hal itu 

merupakan larangan di dalam  Hukum Islam seperti yang dijelaskan pada  

Q.S Al-Ahzab ayat 4-5 : 
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Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati 

dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu 

zhihar  itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu 

sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah 

perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan 

Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat 

itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil 

pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, 

Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-

maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf 

padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan 

adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. Al-Ahzab 4-5). 

 

Dengan turunnya ayat tersebut sudah jelas bahwa di dalam hukum 

Islam melarang menyamakan nasab anak angkat seperti anak kandung 

pengangkatan anak dengan menyamakan anak kandung mengakibatkan 

putusnya hak-hak dan kewajiban dengan orang tua kandung. 

Didalam hadist ini juga menjelaskan larangan mengangkat anak 

dengan menyamakan anak angkat seperti anak kandung sebagai berikut; 

 

هِ لعَر مَ  هِ فعََليَر ِ مَوَالِير لََ غيَْر
ِ
هِ أَوِ انرتمََى ا ِ أَبِير لََ غيَْر

ِ
عَى ا َ لاَ نِ ادَّ َعِيْر نةَُ اِلله وَالرمَلَائكَِةِ وَالنَّاسِ أَجْر

لاً  فاً وَلَا عدَر مَ الرقِياَمَةِصََر بَلُالُله مِنرهُ يوَر  يقَر

“Barang siapa yang mengaku sebagai anak kepada selain bapaknya 

atau menisbatkan dirinya kepada yang bukan walinya, maka baginya 

laknat Allah, malaikat, dan segenap manusia. Pada hari Kiamat nanti, 

Allah tidak akan menerima darinya ibadah yang wajib maupun yang 

sunnah” (HR Muslim, No. 3314 dan 3373) 
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Ayat dan hadist diatas telah jelas bahwa Islam melarang pengangkatan 

anak yang menyamakan anak angkat dengan anak kandung. Islam hanya 

memperbolehkan pengangkatan anak yang bertujuan hanya dalam hal 

pemeliharaan dan pendidikan anak, kedudukan anak angkat tidak bisa 

disamakan dengan status anak kandung. Perbuatan pengangkatan anak bukan 

hanya suatu perbuatan hukum yang dapat dipahami terjadi pada suatu saat 

saja seperti halnya dengan penyerahan barang. Pengangkatan anak harus 

dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan suatu hubungan hukum 

yang sah bagi anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkat 

berdasarkan penetapan pengadilan.  

Sifat perbuatan pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang 

tidak dapat dianggap hanya sebagai hasil kesepakatan antara para pihak 

semata. Melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan 

kekeluargaan yang menunjukan adanya kesungguhan, cinta kasih, dan 

kesadaran yang penuh akan segala akibat dari pengangkatan anak.  

Dari 5 narasumber yang ada di Desa Teladan Kecamatan Curup 

Selatan Kabupaten Rejang Lebong kesepakatan hanya terjadi antara para 

pihak orang tua kandung dan orang tua angkat saja. Seperti yang telah  

dijelaskan di atas mereka membuat kesepakatan tanpa didampingi oleh 

perangkat Desa atau  perangkat penting dari Desa.  
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B. Praktek pengangkatan anak di Desa Teladan menurut Hukum Islam 

dan Hukum Positif 

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan 

anak  yang bersumber pada Al-Qur-an dan sunnah serta hasil ijtihad  yang 

berlaku  di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran 

hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun 

peraturan perundang-undangan. 

1. Analisis Praktek Pengangkatan anak di Desa Teladan menurut Hukum 

Islam 

Anak angkat yang mepunyai derajat yang sama dengan anak kandung 

sudah ada sejak masa jahiliyah. Dasar hukum pengangkatan anak (adopsi) 

dalam Islam dinyatakan dalam beberapa ketentuan dan peraturan hukum.  

Proses pengangkatan anak pada masyarakat Desa Teladan Kecamatan 

Curup Selatan yaitu seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya 

mereka hanya melakukan kesepakatan antara pihak yang berkaitan saja 

secara lisan. Ada juga yang memberikan sejumlah uang sebagai rasa 

terima kasih telah bersedia menyerahkan anak mereka untuk dijadikan 

anak angkat, hal-hal itu diyakini bahwa proses yang dilakukan masyarakat 

menjadi sah dan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Anak 

yang telah diangkat sejak saat itu mengikuti nasab ayah angkatnya karena 

itu merupakan kesepakatan antara  pihak yang terlibat pada saat proses 

tersebut terjadi. 
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Setelah penulis menganalisa tentang praktek pengangkatan anak pada 

masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan bahwa pengangkatan 

anak telah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad 

Saw yang melakukan sendiri terhadap Zaid bin Haritsah. Pengangkatan 

anak yang dilakukan dengan memutuskan nasab anak angkat dengan ayah 

kandung telah dilakukan sejak zaman Arab Pra Islam yang dilakukan oleh 

Rasulullah SAW, yang pernah mengangkat Zaid bin Haristah sebagai anak 

angkat. Rasulullah mengumumkan di hadapan kaum Quraish dalam 

pengangkatan Zaid bin Haristah, mengumumkan bahwa antara Nabi dan 

Zaid saling mewarisi. Karena itu para sahabat memanggil Zaid bin 

Muhammad, sikap Rasulullah SAW merupakan cerminan pada saat itu. 

Setelah masa kerasulan, maka turunlah ayat al-qur’an yang menjelaskan 

dan mempertegas masalah praktek pengangkatan anak. Adapun ayat yang 

dimaksud adalah Q.S Al Ahzab ayat 4-5 dan ayat 40 yaitu : 

                             

                                     

                                

                           

                    

 

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati 

dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu 

zhihar  itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu 

sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah 

perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan 
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Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat 

itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil 

pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, 

Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-

maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf 

padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan 

adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. Al-Ahzab 4-5). 

 

Dengan turunnya ayat Q.S Al-Ahzab ayat 4-5 tersebut menunjukan 

bahwa adanya larangan terhadap pengangkatan anak oleh orang Islam 

yang tidak mempunyai konsekuensi hukum secara Islam, artinya orang 

Islam mengangkat anak hanya karena hal pemeliharaan dan kepentingan 

anak, bukan menjadikan atau menyamakan anak angkat dengan anak 

kandung. Hal tersebut memuat anak angkat tidak memiliki hak-hak seperti 

anak kandung, dalam hal nasab dilarang mencantumkan nama bapak 

angkat, tidak ada hak saling mewarisi antara anak angkat dan orang tua 

angkat, dan anak angkat tidak menjadi mahram bagi orang tua angkatnya 

tersebut. 

Dari penjelasan diatas sangat jelas bahwa setelah Rasulullah Saw 

mengangkat Zaid bin Haritsah dengan menjadikan nasab kepada Nabi 

Saw, maka dengan itu turunlah ayat yang menjelaskan mengenai larang 

menasabkan anak angkat kepada ayah angkatnya. Sedangkan masyarakat 

Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dalam 

melakukan proses pengangkatan anak hanya berdasarkan kesepakatan 

antara pihak yang berkaitan saja, tanpa berdasarkan hukum Islam yang 

benar yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
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a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat 

dengan orang tua biologis dan keluarga. 

b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orangtua 

angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, 

demikian juga dengan orang tua angkatnya, tidak berkedudukan 

sebagai pewaris dari anak angkatnya. 

c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orangtua angkatnya 

secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal atau alamat. 

d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam 

perkawinan terhadap anak angkatnya. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak 

yang dilakukan pada masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan 

Kabupaten Rejang Lebong tidak sejalan dengan Hukum Islam yang ada. 

Sebagaimana di jelaskan dalam hadist berikut: 

نةَُ اِلله وَالرمَلَائكَِةِ وَالنَّاسِ مَ  هِ لعَر هِ فعََليَر ِ مَوَالِير لََ غيَْر
ِ
هِ أَوِ انرتمََى ا ِ أَبِير لََ غيَْر

ِ
عَى ا َ لاَ  نِ ادَّ َعِيْر أَجْر

لاً  فاً وَلَا عدَر مَ الرقِياَمَةِصََر بَلُالُله مِنرهُ يوَر  يقَر

“Barang siapa yang mengaku sebagai anak kepada selain bapaknya 

atau menisbatkan dirinya kepada yang bukan walinya, maka baginya 

laknat Allah, malaikat, dan segenap manusia. Pada hari Kiamat nanti, 

Allah tidak akan menerima darinya ibadah yang wajib maupun yang 

sunnah” (HR Muslim, No. 3314 dan 3373) 

Hadist tersebut dengan jelas bahwa melarang mengangkat anak 

sebagaimana telah diungkapkan diatas dan anak-anak yang mengaku atau 

menisbatkan selain bapaknya laknat Allah Swt baginya. Karena telah jelas 
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didalam Hukum Islam haruslah sesuai dengan ketentuan apa yang ada 

didalam Al-Qur’an dan proses pengangkatan dilakukan melalui Pengadilan 

Agama bukan melalui kesepakatan antara pihak yang berkaitan saja. 

Hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak selama hal itu 

bertujuan untuk memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan 

penghidupan yang lebih layak demi masa depan serta kebahagiaan anak 

tersebut, kedudukan anak angkat tidak bisa disamakan dengan status anak 

kandung.  

Menurut saya praktek pengangkatan anak pada masyarakat Desa 

Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong 

bertentangan dengan Hukum Islam yang ada, maka dari itu cara yang 

dilakukan masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten 

Rejang Lebong tidaklah sejalan dengan Hukum Islam, melainkan 

berpegang pada pengetahuan seadanya didalam masyarakat. 

2. Analisis  Praktek Pengangkatan anak di Desa Teladan Pengangkatan anak 

Menurut Hukum Positif 

Seperti yang kita ketahui bahwa pengangkatan anak di Indonesia 

memiliki beberapa macam aturan, yang keseluruhan peraturan tersebut 

berbeda-beda tiap daerah. Meskipun pada hakekatnya pengangkatan anak 

telah diatur dalam Undang-Undang namun Undang-Undang tentang 



88 

 

 
 

pengangkatan anak tidak secara jelas dijelaskan tetapi dalam peraturan lain 

dibawahnya telah diatur
115

. 

Pengaturan pengangkatan anak sempat masuk dalam Rancangan 

Undang-Undang (RUU) tentang Perkawinan dan Rancangan Undang-

Undang (RUU) tentang Peradilan Anak.
116

 Pasal 39 Ayat(1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik 

bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pengangkatan anak baik dalam proses maupun akibat hukumnya telah 

diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Tujuan dibentuknya Undang-Undang 

agar masyarakat dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai rujukan 

dalam pelaksanaan pengangkatan anak. Akan tetapi di Indonesia 

peraturan-peraturan pemerintah tersebut tidak dilaksanakan secara 

menyeluruh. Sebagian daerah di indonesia menggunakan adat yang 

berlaku pada daerah tersebut. Peraturan pemerintah No 54 Tahun 2007 

tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan 

bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan hukum adat dan 

dapat disahkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. 
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Pada masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten 

Rejang Lebong proses bahkan akibat hukum dari pengangkatan anak 

diatur dan dipahami berdasarkan adat atau kebiasaan masyarakat setempat 

tanpa adanya pengesahan yang dilakukan oleh masyarakat kepada 

lembaga-lembaga yang terkait serta peraturan yang telah ditetapkan oleh 

Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dalam peraturan pemerintah 

sebagai peraturan dibawah Undang-Undang yang jelas mengatur tentang 

pengangkatan anak disebutkan bahwa pengangkatan anak harus memenuhi 

beberapa syarat diantaranya
117

: 

a. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis atau wali anak. 

b. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah 

demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan 

perlindungan anak. 

c. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat. 

d. Memperoleh izin Menteri dari perkerja sosial setempat. 

Tata cara pengangkatan anak  dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 

tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak sebagaimana berikut: 

a. Pasal  19 : 

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata 

cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. 
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b. Pasal 20 : 

(c) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi syarat 

diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan. 

(d) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak 

ke instansi terkait. 

c. Pasal 21 : 

(c) Seseorang  dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali 

dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun. 

(d) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak 

dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon 

orang tua angkat.
118

 

Sedangkan praktek pengangkatan anak pada masyarakat Desa Teladan 

Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong tidak terdapat syarat 

dan prosedur yang sebenarnya melainkan pengangkatan anak hanya 

dengan kesepakatan antara pihak yang berkait saja dangan cara  

penyampaian lisan. Pengangkatan anak dilakukan oleh orang tua kandung 

sendiri sehingga orang tua kandung menganggap dan merasa bahwa anak 

mereka yang akan di angkat oleh calon orang tua angkat akan terjamin dan 

tidak akan mendapatkan akibat dimasa yang akan datang, sehingga syarat-

syarat yang ditetapkan dalam pengangkatan anak tidak diberlakukan oleh 

masyarakat. 
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Jika dikatakan bahwa masyarakat melakukan pengangkatan anak 

berdasarkan adat maka yang dimaksud adat ialah komunitas yang nyata-

nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dimasyarakat, namun seperti 

yang telah dijelaskan bahwa dalam pengangkatan anak masyarakat 

melakukan praktek secara adat tetaplah harus mengesahkan anak angkat di 

Pengadilan untuk memperoleh status hukum terkait dengan hak waris dan 

hak perkawinan.  

Tentunya akibat yang ditimbulkan tentu akan berbeda jika masyarakat 

melakukan prosedur yang sesuai atau tidak. Sebab proses yag dilakukan 

masyarakat tentunya akan menimbulkan akibat-akibat yang berbeda 

tergantung cara mereka melakukan prosedur yang mana. Penjelasan 

mengenai proses pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Desa 

Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang diatas telah 

disebutkan bahwa proses pengangkatan anak hanya melalui kesepakatan 

antar  pihak yang berkait saja, dan ada juga yang memberikan sejumlah 

uang sebagai rasa terima kasih telah bersedia menyerahkan anak mereka 

untuk dijadikan anak angkat. Dengan cara adat pun masyarakat tidak 

mengesahkan anak ke Pengadilan hal demikian demi melindungi status 

kepastian hukum bagi anak baik dari hak waris dan hak perwalian. 

Penetapan suatu perbuatan hukum yang sah juga bukan hanya untuk 

suatu saat saja namun akan berdampak kedepannya bagi anak maupun 

orang tua. Dengan tidak dilakukan prosedur melalui Penetapan Pengadilan 

oleh orang tua angkat menjadikan anggapan masyarakat bahwa ikatan 
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antara orang tua kandung dan anak yang sejak saat itu telah diangkat tidak 

ada hubungan lagi dengan orang tua kandung baik dari hal 

penasaban,perwalian, maupun kewarisan. Anak angkat dianggap hanya 

bisa mewarisi harta orang tua angkatnya saja. Maka hal tersebut tidak 

dibenarkan, karena pengangkatan anak harus mengikuti syarat dan 

prosedur pengangkatan anak yang telah diatur dalam Undang-Undang. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak 

yang dilakukan pada masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan 

Kabupaten Rejang Lebong tidak sejalan dengan Undang-Undang yang 

mengatur tentang prosedur pengangkatan anak. Peraturan pemerintah No 

54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 8 Ayat (2) 

menyebutkan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan 

hukum adat dan dapat disahkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang 

yang berlaku. Karena telah dijelaskan didalam Undang-Undang bahwa 

pengangkatan anak dengan adat tetaplah harus mengesahkan status anak 

angkat ke Pengadilan demi mendapatkan kepastian hukum bagi anak 

maupun orang tua. Menurut saya praktek pengangkatan anak pada 

masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang 

Lebong tidak sejalan dengan Undang-Udang yang ada, maka dari itu cara 

atau prosedur yang dilakukan pada masyarakat Desa Teladan Kecamatan 

Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong hanya berpegang pada 

pengetahuan seadanya didalam masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Praktek Pengangkatan Anak yang dilakukan masyarakat Desa Teladan 

Kecamatan Curup Selatan umumnya tidak ditetapkan di Pengadilan, tapi 

cukup dengan kesepakatan antara pihak yang berkaitan saja dengan 

penyampaian lisan saja. Tidak melibatkan para pihak yang penting dari 

Desa. Praktek pengangkatan anak tidak dilakukan sepenuhnya dengan 

prosedur atau tata cara yang ada di dalam Hukum Islam maupun Hukum 

Positif. 

2. Praktek Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam dan Praktek 

Pengangkatan Anak menurut Hukum Positif. 

a. Praktek Pengangkatan Anak di Desa Teladan Kecamatan Curup 

Selatan Kabupaten Rejang Lebong dilakukan dengan kesepakatan 

antara pihak yang berkaitan saja dan sejak saat terjadinya proses 

pengangkatan anak masyarakat menyamakan anak angkat seperti anak 

kandung dan mengubah nasab anak angkat kepada orang tua 

angkatnya. Proses yang dilakukan masyarakat Desa Teladan 

Kecamatan Curup Selatan tersebut tidaklah sesuai atau tidak sejalan 

dengan Hukum Islam dimana Hukum Islam membolehkan 

pengangkatan anak yang hanya bertujuan dalam hal pemeliharaan dan 

kepentingan anak dan Islam melarang pengangkatan anak yang 
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memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang 

tua biologis.  

b. Praktek Pengangkatan Anak di Desa Teladan Kecamatan Curup 

Selatan Kabupaten Rejang Lebong dilakukan dengan kesepakatan 

antara pihak yang berkaitan saja atau melalui hukum adat tanpa 

melalui Penetapan Pengadilan. Proses yang dilakukan masyarakat 

Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan tersebut tidaklah sesuai atau 

tidak sejalan dengan Hukum Positif dimana Hukum Positif mengatur 

bahwa seharusnya pengangkatan anak yang dilakukan secara adat 

tetaplah harus mengesahkan anak angkat ke Pengadilan untuk 

memperoleh status hukum terkait dengan hak waris dan hak 

perwalian.  

B. Saran 

Dari penelitian diatas ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan 

kepada pihak  yang terkait: 

1. Untuk masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten 

Rejang Lebong sebaiknya dalam hal pengangkatan anak dilakukan 

dengan ketentuan dan prosedur yang sesuai dengan Hukum Islam dan 

Hukum Positif. 

2. Masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang 

Lebong hendaknya tidak menyamakan atau tidak mensejajarkan anak 

angkat dengan anak kandung dalam segala hal yang dilarang oleh Hukum 

Islam dan hendaknya masyarakat Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan 
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Kabupaten Rejang Lebong dalam melakukan praktek pengangkatan anak 

jika melalui hukum adat baiknya tetap melakukan penetapan Pengadilan 

demi kepastian bagi anak dan orang tua. 
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